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dapi tantangan-tantangan yang akan terjadi dalam
waktu dekat; (11) pasar ASEAN harus dimanfaatkan
bagi hasil produk anggotanya; (12) tiga ratus juta jiwa
penduduk ASEAN merupakan potensi pasar yang besar
dan untuk mengubah potensi ini menjadi riil diperlukém
usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan mereka;
(13) dari kesepakatan pertemuan para Menteri Ekonomi
ASEAN ke-20 untuk menambah 14 proyek ke dalam
daftar final dan 5 proyek dalam daftar sementara, baru
tiga proyek yang dilaksanakan dengan penyertaan
modal non-ASEAN; (14) proyek ALTV tidak mensyarat-
kan semua negara anggota ASEAN terikat, oleh karena
itu dua negara saja sudah dapat berjalan (Antara, 7
Juni 1989).

Presiden Dewan Kadin ASEAN, Dr. Arselio Peri-
quet Jr., mengatakan bahwa: (1) kelambanahllaju in-
tegritas ASEAN menyebabkan kerjasama ekonomi be-
fum mencapai titik optimal; (2) penyebab lambannya
kemajuan kerjasama ASEAN banyak dipertanyakan;
(3) tingkat pembangunan ekonomi yang hampir sama
dan keinginan para anggota ASEAN untuk mencapai
status negara industri bara (NICs atau Newly Industries
Countries) mengakibatkah mereka saling bersaing di
berbagai bidang; (4) penanganan perdagangan bebas
yang mendadak di ASEAN dapat menimbulkan diskon-
tinuitas yang banyak ditentang oleh kelqmpok-keiom-
pok negara-negara maju; (5) upaya chmybkentukan Ma-
syarakat Ekonomi ASEAN menimbuikan benturan-
benturan kepentingan jangka pendek, tetapi justru akan
menguntungkan dalam jangka panjang; (6) pembentuk-
an Masyarakat Ekonomi ASEAN diperlukan, mengi-
ngat kawasan-kawasan lain telah membentuk blok
serupa (Antara, 7 Juni 1989).

Penanggung jawab sidang Kadin ASEAN-Dewan
Bisnis Kanada, dr. Rosita S. Noor, mengatakan kepada
pers di Bali tanggal 6 Juni 1989 bahwa: (1) delegasi Fili-
pina menilai, biaya angkutan di negara-negara ASEAN
mahal, oleh sebab itu ASEAN perlu mendirikan perusa-
haan patungan pembuat kapal angkut dagangan; (2)
perusahaan ini diharapkan dapat menekan biaya ang-
kutan kapal ke beberapa pelabuhan di kawasan
ASEAN; (3) biaya angkutan ekspor yang mahal mem-
buat produk non-migas di kawasan ini tidak mampu
berkompetisi, meskipun bea masuk bagi mata dagangan
tertentu relatif kecil; (4) ASEAN harus memperbaiki
sistem perekonomiannya agar lebih terbuka dan trans-
paran; (5) penataan dan rangkaian kelompok kerja
ASEAN pada sidang Kadin ASEAN ini dilakukan un-
tuk menghadapi mitra dialognya;.(6) hasil pembahasan
Sidang G-14 akan dijadikan sikap ASEAN dalam per-
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temuannya dengan para mitra dialog (Aatera, 7 Juni
1989).

Sementara itu, Ketua Kadin Indonesia, Sotion Ar-
djanggi, mengatakan bahwa: (1) kebijaksanaan-kebi-
jaksanaan deregulasi yang dilancarkan pemerintah
negara-negara anggota ASEAN merupakan titik tolak
yang penting bagi para pengusaha swasta ASEAN un-
tuk melakukan kerjasama; (2) kebijaksanaan deregulasi
dapat mendorong terwujudnya proyek kerjasama
ASEAN dengan non-ASEAN; ' (3) usaha patungan
swasta non-ASEAN diperbolehkan memiliki saham
proyek sampai 60% dan anggota ASEAN minimum; (4)
perkapalan dan keuangan merupakan dua sektor yang
harus diperhatikan untuk memperluas perdagangan; (5)
tanpa tersedianya kapal yang memadai, kerjasama per-
dagangan dan AIJV tidak dapat berjalan dan terwujud
(Antara, 8 Juni 1989).

Keputusan sidang antara lain: (1) Kadin ASEAN
akan ‘menyampaikan nota keprihatinan atas langkah
proteksionisme AS terhadap berbagai jenis komoditi
negara-negara ASEAN; (2) nota ini akan dikirimkan
kepada Presiden George Bush, Menteri Perdagangan
AS dan para dubes AS di negara-negara ASEAN; (3)
sidang mengesahkan rencana pembentukan Pusat Studi
ASEAN (Centre for ASEAN Studies), yang merupakan
sekretariat Kadin ASEAN untuk melakukan studi ber-
bagai proyek potensial; (4) usaha untuk mewujudkan
pembentukan pusat studi ini akan dibahas lebih lanjut
pada Konperensi Kadin ASEAN di Singapura tanggal
27 MNovember 1989; (5) sidang menerima rekomendasi
rencana penyelenggaraan Pekan Dagang Yokohama
yang berlangsung tanggal 26-31 Juli 1989. Semua nega-
ra anggota ASEAN akan mengikuti pekan dagang itu
kecuali- Malaysia; (6). para pengusaha swasta ASEAN
akan menyelenggarakan Pekan Dagang ASEAN di Ja-
karta tanggal-3-13 Oktober 1989 untuk meningkatkan
perdagangan antara ASEAN dan memperkuat ASEAN
sebagai‘ pemasok yang andal serta merangsang perda-
gangan dan investasi (4dnrara, 8§ Juni 1989).

Juru bicara pertemuan Kadin ASEAN dengan para
mitra dialognya, Achmad Sarbini, mengatakan kepada
pers di Bali tanggal 9 Juni 1989 bahwa: (1} dampak
negatif pembentukan Pasar Tunggal Fropa 1992, Perse-
tujuan Perdagangan Bebas. AS-Kanada:. dan Pasaran
Bebas Australia-Selandia Baru sangat dikhawatirkan
ASEAN; (2) keuntungan ASEAN atas terbentuknya
Pasaran: Tunggal Eropa adalah ekspor ASEAN- yang
hanya melalui satu pintu, sedangkan kerugiannya’ada-
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lah terdapatnya perbedaan sistem waktu kuota antar
negara anggota ASEAN; (5) Indonesia mengeluh
kepada MEE karena ekspor tapiokanya dibedakan de-
ngan Muangthai. Kuota Indonesia harus diperbarui se-
tiap tahun, sedangkan Muangthai setiap empat tahun;
(4) ASEAN, khususnya. Indonesia, mengusulkan agar

masalah ekspor diperlakukan sama dan secara wajar. -

MEE memaklumi keluhan itu dan menganjurkan In-
donesia untuk. menyampaikan penjelasan resmi; (5)
mulai. sekarang ASEAN harus siap menciptakan kesa-
maan pandangan antara pemerintah dan dunia usaha
ASEAN untuk menghadapi Pasaran Tunggal Eropa; (6)
persetujuan perdagangan bebas AS-Kanada dikhawatir-
kan akan mengurangi perhatian Kanada pada ASEAN;
(7) Kanada berkepentingan sekali pada AS karena nilai
perdagangannya dengan negara itu mencapai 72%; (8)
Kanada menjanjikan bahwa persetujuan dengan AS ti-
dak akan merugikan ASEAN, dalam arti tidak akan
ada peraturan yang bersifat proteksionistis; (9) investasi
Kanada di ASEAN masih relatif kecil dan masih dapat
ditingkatkan; (10) investasi Malaysia dan Singapura di
Kanada bergerak di bidang perhotelan, perbankan; (11)
terbentuknya perdagangan dan pasaran bebas Austra-
lia-Selandia Baru akan menghambat ekspor ASEAN ke
Australia, dan dikhawatirkan Australia akan mengalih-
kan impornya ke Selandia Baru; (12) Selandia Baru se-
pakat untuk membicarakan masalah ini- dengan
ASEAN, khususnya Indonesia; (13) Selandia Baru me-
minta daftar barang dagangan ASEAN yang diekspor
ke Australia; (14) hingga saat ini dampak positif pasar-
an bebas Australia-Selandia Baru belum diketahui; (15)
ASEAN mengajukan sejumlah pendekatan kepada mi-
tra dialog seperti: (a) anggota ASEAN agar diperlaku-
kan sama di Pasaran Tunggal Eropa; (b) Kanada agar
meningkatkan investasinya di ASEAN dan melanjutkan
sidang Kadin dengan dewan pengusaha Kanada pada
akhir tahun 1989; (c) Selandia Baru agar sungguh-
sungguh memperhatikan daftar barang ASEAN, khu-
susnya Indonesia, yang diekspor ke Australia; (d) Selan-
dia Baru agar meningkatkan kerjasama dengan ASEAN
di bidang peternakan dan kehutanan; (16) dialog ini sa-
ngat penting untuk mengantisipasi perkembangan dan
peluang ekonomi di masa mendatang (Antara, 10 Juni
1989).

Seusai penutupan pertemuan Kadin ASEAN dengan
para mitra dialognya, juru bicara pertemuan Achmad
Sarbini mengatakan kepada pers tanggal 9 Juni 1989
bahwa: (1) dewasa ini mekanisme perdagangan intra
ASEAN masih bertumpu pada kelancaran angkutan
kapal laut, pengadaan bahan baku dan pemasaran se-
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jumlah produk ekspor; (2) masalah transportasi, komu-
nikasi dan perdagangan dibicarakan secara intensif dan
disarankan agar dibenahi; (3) angkutan kapal sekarang
ini merugikan negara-negara berkembang karena tarif-
nya ditentukan oleh pemilik kapal, yang umumnya di-
miliki oleh negara maju; (4) pelayaran lintas reguler sa-
ngat penting untuk kelancaran ekspor-impor; (5) hingga
sekarang pelayaran lintas reguler antar sejumlah pela-
buhan di ASEAN belum ada; (6) kelompok kerja perda-
gangan mengusulkan agar dibentuk asosiasi pengguna
jasa dan pemilik kapal untuk menekan biaya angkutan;
(7) hubungan kapal laut intra ASEAN sangat menentu-
kan kelancaran . ekspor-impor antar anggotanya; (8)
ASEAN perlu membentuk semacam sogo shosha seperti
yang dilaksanakan di Jepang; (9) kelompok kerja per-
dégangan sepakat untuk: (a) mempelajari pembelian
bahan baku bagi para pengusaha industri menengah
dan kecil di ASEAN; (b) membentuk organisasi pema-
saran guna membantu ekspor perusahaan menengah
dan kecil di ASEAN; (¢) meningkatkan kerjasama antar
pengusaha di ASEAN; (d) mengadakan seminar kera-
jinan tangan ASEAN di Bali pada bulan Juli 1989; (10)
kelompok kerja industri sepakat agar: (a) perdagangan
antar negara ASEAN diperlancar; (b) pemerintah-
pemerintah ASEAN menetapkan standar perdagangan;
(c) standar perdagangan yang perlu diwujudkan mema-
kai standar perdagangan internasional; (11) kelompok
kerja pangan sepakat untuk: (a) meningkatkan kerja-
sama pengembangan sumber daya alam, pangan, peri-
kanan, kehutanan dan pemberantasan penyakit hewan;
(b) membentuk restoran ASEAN yang menawarkan
makanan dan menu ASEAN; (¢) memperbaiki mutu
makanan melalui penelitian yang akan dilaporkan ke-
pada Komite Pangan, Pertanian, Perikanan dan Kehu-
tanan; (d) melakukan kerjasama di beberapa sektor
vang akan dituangkan ke dalam suatu proyek bersama
di bidang pangan, pertanian, kehutanan dan transpor-
tasi serta komunikasi seperti yang tertuang dalam usaha
patungan industri ASEAN (ALJV); (e) mengadakan dia-
log lanjutan di Brunei Darussalam tanggal 22-25 Agus-
tus 1989 (Antara, 10 Juni 1989).

C. KERJASAMA KEBUDAYAAN DAN INFORMA-
SI

1. Konperensi Menteri Penerangan ASEAN ke-1
a. Persiapan Konperensi Menteri Penerangan ASEAN

Menteri Penerangan RI, Harmoko mengatakan ke-
pada pers di Jakarta tanggal 16 Mei 1989 bahwa: (1)
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Konperensi Menpen ASEAN ke-1 yang akan diseleng-
varakan di Jakarta diharapkan dapat mendekatkan hu-
bungan antar pribadi para Menteri Penerangan ASEAN
untuk membina kerjasama yang lebih baik; (2) konpe-
rensi ini mengacu pada hasil KTT Manila serta sidang
Komite Kebudayaan dan -Informasi tahun 1987; (3)
telah saatnya para Menteri Penerangan ASEAN mem-
bicarakan pembentukan Tata Informasi dan Komuni-
kasi Duniia Baru; (4) kerjasama bilateral antar anggota
yang telah baik dan hasil KTT Manila 1987 merupakan
landasan tata informasi ASEAN (Antara, 17 Mei 1989).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pene-
rangan RI, Drs, F. Rachmadi mengatakan kepada pers
di Jakarta tanggal 17 Mei 1989 bahwa tujuan konpe-
rensi Menteri Penerangan ASEAN ke-1 adalah untuk:
(1) meningkatkan kerjasama ASEAN secara fungsional;
(2) saling mendalami cita-cita ASEAN sehingga dapat
menyerap aspirasi politik dan ekonomi guna kepenting-
an rakyat; (3) memupuk pengertian yang lebih kuat an-
tar anggota ASEAN mengenai identitas regional ma-
sing-masing; (4) menghargai latar belakang sejarah, wi-
layah, sumber alam dan berbagai aspek lainnya di wila-
yah ASEAN; (5) mengupayakan pesningkatan kerja-
sama di bidang media massa, pertukaran ahli media
elekironika, kantor berita dan alih teknologi informasi
(Antara, 18 Juni 1989).

Pertemuan para pejabat senior bidang penerangan
ASEAN (Senior Official Meeting atau SOM) yang
berlangsung di Jakarta tanggal 21-22 Mei 1989 itu diha-
dirt oleh para delegasi dari Filipina yang dipimpin oleh
Asisten Menteri Kantor Kebudayaan dan Jasa-jasa Pe-
nerangan pada Departemen Luar Negeri Jorge Lorredo,
Brunei Darussalam dipimpin oleh Setia Usaha Tetap
Jabatan Perdana Menteri Pehin Udana Khatib Dato
Paduka Ustaz Awang Haji Badaruddin, Malaysia yang
dipimpin oleh Sekjen Kementerian Penerangan Dato
Dr. Mohd. Nor bin Abdul Ghani, Singapura dipimpin

oleh’ Direktur Penerangan Kemeriterian Perhubungan

dan Penerangan James Fu Chiao Sian, dan Muangthai
dipimipin oleh Dirjen Departemen Hubungan Masya-
rakat Kantor Perdana Menteri Menit Varin dan Indo-
nesia dipimpin oleh Dirjen Pembinaan Pers dan Grafika
Dr. Janner Sinaga, untk mempersiapkan dokumentasi
dan masalah administrasi konperensi Menteri Pene-
rangan ASEAN ke-1 (Antara, 20 Mei 1989).

Antara tanggal 22 Mei 1989 memberitakan bahwa
pertemuan SOM yang berlangsung tertutup-itu untuk:
(1) membahas usaha peningkatan kerjasama pers dan
televisi, radio, film dan video antar negara ASEAN; (2)
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membahas rancangan deklarasi Menteri Penerangan
ASEAN dan rancangan pernyataan bersama; (3) memi-
litt Ketua dan Wakil Ketua SOM serta menyusun agenda
pertemuan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa hasil-hasil
pertemuan SOM ini akan diserahkan kepada konperensi
Menteri Penerangan ASEAN untuk mendapat penge-
sahan (Antara, 22 Mei 1989).

b. Pelaksanaan Konperensi Menteri Penerangan
ASEAN ke-1

Konperensi Menteri Penerangan ASEAN ke-1 yang
berlangsung di Jakarta tanggal 24-25 Mei 1989, dihadiri
oleh 54 orang peserta terdiri atas 17 orang wakil Indo-
nesia, 8 orang wakil Malaysia, 7 orang wakil Filipina,
i orang wakil Singapura, § orang wakil Muangthai dan
6 orang wakil Brunei Darussalam untuk membahas: (1)
peningkatan arus informasi ASEAN melalui kantor
berita, surat kabar dan media elektronik; (2) pening-
katan kualitas insan penerangan di ASEAN melalui pe-
laksanaan pendidikan dan latihan; (3) usaha penurunan
tarif telekomunikasi bagi pertukaran informasi dan
berita antar ASEAN, termasuk penggunaan jasa satelit
(Antara, 22 Mei 1989).

Pembantu Perdana Menteri Muangthai bidang Pe-
nerangan, Kunying Supara Masdit, mengatakan kepada
pers di Bandara Soekarno-Hatta tanggal 23 Mei 1989
bahwa: (1) pemerintahnya menerima dan mendukung
usul Indonesia umtuk membentuk Tata Informasi
ASEAN; (2) pembentukan Tata Informasi ASEAN
akan memperlancar arus informasi “antar negara
ASEAN: (3) informasi yang berkembang di kawasan
ASEAN masih didominasi oleh informasi dari negara-
negara Barat; (4) dominasi informasi dari negara Barat
dapat dikurangi sedikit demi sedikit; (5) arus informasi
vang dilancarkan ASEAN selain bermanfaat bagi nega-
ra-negara anggotanya, juga sangat berguna bagi negara-
negara maju yang membutuhkannya (Merdeka, 24 Mei
1989). :

Pada saat yang sama Menteri Penerangan Singa-
pura, Yeo Ning Hong, mengatakan bahwa:: (1) kerja-
sama informasi intra ASEAN sudah sedemikian baik,
sehingga dapat menimbulkan saling pengertian yang
mendalam antar sesama anggotanya; (2) usulan pem-
bentukan Tata Informasi- ASEAN sangat baik, tetapi
masih perfu dibicarakan dalam konperensi; (3) perte-
muan Menteri Penerangan ASEAN ke-1ini akan mem-
pererat kerjasama ASEAN di bidang penerangan (Mer-
deka, 24 Mei 1989). ‘
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Presiden': Soeharto mengatakan pada pembukaan
konperensi itu di Bina Graha bahwa: (1) bagi anggota
ASEAN, informasi dan komunikasi bukan hanya meru-
pakan kebutuhan hidup, melainkan juga merupakan
salah satu sarana untuk menciptakan rasa kebersamaan
regional dan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih
baik; (2) situasi dunia dewasa ini bergerak menuju ke
araly zaman baru yang memungkinkan bangsa-bangsa
hidup damai, saling mengerti dan kerjasama untuk ke-
sejahteraan umat manusia; (3) ketegangan dan berbagai
konflik di berbagai kawasan dunia telah mereda, kea-
daan semacam ini memberikan kesempatan kepada
bangsa-bangsa untuk melakukan pembangunan; (4)
masing-masing anggota ASEAN dan bersama-sama
harus memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk
mempercepat pembangunan; (5) informasi dan komu-
nikasi mempunyai arti yang pentixig bagi ASEAN; (6)
peningkatan persaudaraan, saling percaya dan kerjasa-
ma antar anggota ASEAN dapat mencerminkan tekad
para anggotanya untuk mengurus dan menentukan
masa depannya sendiri; (7) untuk mewujudkan ketetap-
an hatinya, ASEAN harus terus-menerus berusaha
memperkuat rasa kebersamaan regional di berbagai bi-
dang, khususnya dalam bidang komunikasi; (8) negara-
negara sedang membangun, termasuk ASEAN masih
dibanjiri berita-berita yang di satu pihak menguntung-
kan kepentingan,negara-negara maju dan di lain pihak
justru merusak citra negara-negara yang sedang mem-
bangun; (9) perjuangan untuk mengubah ketimpangan
informasi merupakan bagian yang penting dari per-
juangan untuk mewujudkan tata dunia baru di bidang
politik dan ekonomi. Perjuangan ASEAN untuk me-
ngubah ketimpangan ini merupakan bagian dari per-
juangan untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai ka-
wasan yang damai, bebas dan netral; (10) pers yang
dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar infor-
masi_yang. obyektif dan edukatif, melakukan kontrol
sosial yang konstruktif, menyalurkan aspirasi rakyat
dan memperluas komunikasi dan partisipasi masyara-
kat dalam pembangunan adalah pers yang sehat, bebas
dan bertanggungjawab; (11) pers yang sehat, bebas dan
bertanggungjawab dapat menanggulangi pengaruh bu-
ruk akibat ketimpangan informasi (Suara Pembaruan,
24 Mei 1989).

Menteri Penerangan RI, Harmoko, mengatakan
bahwa: (1) pengalaman berharga satu negara ASEAN
akan merupakan nilai pembanding bagi negara anggota
ASEAN lainnya. Dengan perbandingan ini, ASEAN
secara bersama-sama dapat mengambil manfaat bagi
kemajuan pembangunan di tingkat nasional maupun
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regional; (2) kerjasama intra ASEAN di berbagai bi-
dang, khususnya di bidang penerangan, dapat mena-
namkan saling pengertian yang kuat di antara negara-
negara anggotanya; {3) penyebaran arus informasi me-
lalui media massa di negara-negara ASEAN tidak terle-
pas dari sistem nilai-nilai sosial budaya maupun pera-
turan perundang-undangan’ yang berlaku di masing-
masing negara anggota; (4) bagi setiap negara anggota
ASEAN tidak ada cara lain yang lebih berharga, selain
saling menghormati dan wajib menjunjung tinggi nilai-
nilai serta ketentuan yang berlaku di negara masing-
masing; (5) untuk menghadapi keanekaragaman sistem
di negara-negara anggotanya, ASEAN harus memiliki
kesamaan kepentingan untuk menyebarluaskan arus in-
formasi yang benar-benar dapat dilakukan secara bebas
dan bertanggungjawab; (6) penyebaran arus informasi
yang bebas dan bertanggungjawab dapat memantapkan
ketahanan regional kawasan ASEAN; (7) ASEAN agar
menciptakan keseimbangan penyebaran arus informasi
antara negara maju dan negara berkembang; (8)
ASEAN agar lebih mempersatukan pengertian dan
memperkuat sikap terhadap kepentingan cita-cita pem-
bentukan Tata Internasional Baru di bidang informasi
dan komunikasi; (9) majunya teknologi informasi dan
komunikasi pembangunan penerangan ASEAN banyak
mengalami kemajuan (Antara, 24 Mei 1989).

Menteri Penerangan Malaysia, Dato Mohammad
Rahmat, mengatakan bahwa: (1) sernua hambatan yang
mengganggu kelancaran pertukaran informasi intra
ASEAN perlu dihilangkan; (2) pembatasan-pembatasan
arus informasi antar negara, tarif informasi tinggi dan
perbedaan sistem birokrasi merupakan penyebab tidak
bebas dan lancarnya arus informast intra ASEAN; (3)
pertukaran barang cetakan antar negara ASEAN perlu
dibebaskan dari hambatan, misalnya dengan memper-
baiki peraturan dan tata hukum yang tidak membeda-
kan antara barang cetakan yang berasal dari dalam dan
luar ASEAN; (4) buku-buku tentang pendidikan dan
pengetahuan jangan diijinkan memasuki kawasan
ASEAN secara bebas; (5) pertukaran kesenian dan ke-
budayaan ASEAN memerlukan dorongan; (6) pertukar-
an dan arus informasi yang bebas di ASEAN akan me-
ningkatkan kesadaran rakyat negara-negara anggota-
nya untuk berpartisipasi memperjuangkan cita-cita
ASEAN; (7) persatuan ASEAN sebagai aspirasi bersa-
ma sangat tergantung pada kuatnya persatuan rakyat
ASEAN; (8) pada kesempatan ini sangat tepat untuk
memikirkan bahasa pergaulan ASEAN (Kompas, 25
Mei 1989).
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Para Menteri Penerangan ASEAN sepakat untuk
mempererat kerjasama dan meningkatkan peranan me-
reka bagi kemajnan dan pengembangan iriformasi seba-
gai upaya meningkatkan kerjasama dan solidaritas di
segala bidang. Selain itu para menteri juga menyadari
kedudukan dan peranan pers yang penting Serta strate-
gis dalam proses pembangunan nasional di setiap nega-
ra ASEAN. Kesepakatan-kesepakatan lainnya: (1) pers
ASEAN agar didasarkan pada asas pers yang bebas dan
memiliki tanggung jawab sosial; (2) pers ASEAN agar
tetap peka untitk menangani masalah yang dapat mem-
pengaruhi solidaritas bersama; (3) hubungan redaktur
dan wartawan agar ditingkatkan untuk mempertinggi
kesadaran mengenai pentingnya ASEAN; (4) negara-
negara dalam jaringan Pertukaran Berita ASEAN
(ANEX atau ASEAN News Exchange) agar terus mem-
perkuat sarana ANEX dalam pengumpulari‘ dan penye-
baran berita di dalam maupun di fuar ASEAN; (5) Singa-
pura dan Brunei Darussalam agar segera mendirikan
kantor berita; (6) mereka akan berkonsultasi dengan in-
stansi telekomunikasi di negara masing-masing untuk
mengusahakan agar tarif bersama penggunaan jasa ko-
munikasi ANEX menjadi lebih murah; (7) mereka
mempertimbangkan untuk mendirikan sebuah pusat
pers yang bertugas sebagai bank data tentang ASEAN
dan negara-negara anggotanya; (8) mereka bersedia sa-
ling tukar-menukar pengalaman agar masing-masing
negara dapat mengembangkan hubungan dengan media
asing; (9) perlu dicarikan jalan keluar agar pemberitaan
media asing mengenai anggota ASEAN lebih seimbang
dan obyektif; (10) media asing agar memperhatikan
nilai-nilai serta kepekaan bangsa-bangsa ASEAN; (11)
pers ASEAN agar turut membantu usaha untuk men-
capai tujuan ASEAN, termasuk pemeliharaan kesta-
bilan politik, pertumbuhan ekonomi yang pesat, keadil-
an sosial, kesatuan regional dan pengembangan sumber
daya manusia (Kompas, 26 Mei 1989).

Di samping itu, Menteri Penerangan RI, Harmoko,
mengatakan pula kepada pers di Gedung Seknas
ASEAN Jakarta tanggal 25 Mei 1989 bahwa: (1) pers
yang bebas dan memiliki tanggung jawab sosial adalah
pers yang memperjuangkan kesejahteraan sosial, meng-
angkat harkat dan memelihara stabilitas rakyatnya; (2)
pers ASEAN yang bebas dan bertanggungjawab bukan
berarti mencampuri sistem pers masing-masing negara
anggotanya; (3) ASEAN tidak berkonfrontasi, tetapi
akan bekerjasama dengan pers asing untuk mencipta-
kan arus informasi yang seimbang dan memiliki kepe-
kaan (Kompas, 26 Mei 1989).
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2. Lokakarya Penggunaan Sistern Radio Cellular

Lokakarya penggunaan -sistem - radio cellular
ASEAN yang diikuti 20 orang pengelola dan operator
telekomunikasi dari ASEAN serta 2 orang ahli dari
Selandia ‘Baru dan Hongkong berlangsung di Kuala
Lumpur, tanggal 27 Maret 1989 untuk membahas dan
menyelidiki penggunaan sistem radio cellular di kawas-
an ASEAN. ‘

Deputi Menteri Pos, Telekomuniksi dan Energi Ma-
laysia, Ghani Othman, mengatakan pada pembukaan
lokakarya itu bahwa: (1) penggunaan sistem radio cel-
lular pada telepon mobil di Malaysia, yang dikenal
dengan ATUR (Automatic Telephone Radio) bukan
langkah baru; (2) pada tingkat ASEAN penggunaan
telepon radio otomatis mungkin dapat diterapkan; (3)
sekarang saat yang tepat untuk mengadakan kerjasama
dalam sistem radio otomatis di ASEAN (Anrara, 27
Maret 1989).

3. ASEAN Worlddidac Expo ke-2

ASEAN Worlddidac Expo ke-2 yang diikuti oleh 120
peserta dari 25 negara berlangsung di Singapura tanggal
13 Mei 1989 untuk: (1) mempertemukan para konsumen
dan produsen alat-alat pendidikan dan latihan khusus-
nya di Asia Tenggara; (2) mencari jawaban mengenai:
masalah pendidikan di masa depan; (3) membuka pe-
luang dan memperkenalkan produsen di pasaran ekspor
(Pelita, 15 Maret 1989).

4. Festival Lagu ASEAN

Festival lagu populer ASEAN (ASEAN Popular
Song Festival atau APSF) ke-6 dan pertemuan tahunan
Asosiasi Industri Musik ASEAN (ASEAN Music In-
dustry Association atau AMIA) berlangsung di Manila
tanggal 14 April 1989 untuk: (1) merangsang lahirnya
lagu-lagu asli bermutu dari kawasan ASEAN; (2) me-
numbuhkan semangat mempromosikan pertukaran bu-
daya antar anggota ASEAN (Suara Pembaruan, 7 April
1989).

Pengurus Asosiasi Industri Rekaman Indonesia
(ASIRI), T.J. Sinarjo, mengatakan di Jakarta tanggal
17 April 1989 bahwa: (1) pemusik Indonesia yang diki-
rim ke festival itu berhasil meraih gelar lagu terbaik dan
runner-up, serta penyajian terbaik dan runner-up; (2)
kemenangan ini membanggakan karena untuk pertama
kali dalam sejarah APSF satu negara memborong
semua gelar (Kompas, 17 April 1989).
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D. KERJASAMA KESEHATAN
1. Simposium ASI se ASEAN

Simposium ASI ASEAN yang diikuti oleh wakil-
wakil negara anggota ASEAN dan.9 negara non-
ASEAN berlangsung di Jakarta tanggal 22 Maret 1989
untuk memperoleh masukan mengenai penggunaan ASI
dan upaya penggalakkan penggunaan ASI (Pelita, 15
Maret 1989).

2. Rehabilitasi Pecandu Narkotika

Kursus latihan Para Perancang Program Rehabili-
tasi Obat Terlarang ASEAN berlangsung di Malaysia
tanggal 17 Maret 1989 untuk membahas usaha mengu-
rangi kambuhnya pecandu narkotika yang sudah men-
dapatkan perawatan.

Sekjen Kementerian Dalam Negeri Malaysia, Wan
Sidek Wan Abdul Rahman, mengatakan pada penutup-
an kursus itu bahwa: (1) negara-negara ASEAN mem-
butuhkan program partisipasi langsung masyarakat un-
tuk mengurangi kambuhnya pecandu narkotika yang
sudah dirawat; (2) langkah ini diperlukan karena pem-
bauran ke masyarakat merupakan tahap paling penting
dalam proses rehabilitasi ketergantungan pada narkoti-
ka; (3) partisipasi- langsung masyarakat dapat berupa
pelayanan wajib dan sukarela serta. partisipasi penuh
dari pecandu narkotika yang sudah sembuh; (4) angka
bromocorah di antara pecandu narkotika di ASEAN
masih tinggi; (5) ASEAN sedang melaksanakan proses
pengembangan program rehabilitasi dengan strategi
pendekatan ke arah pengurangan jumlah bromocorah,
meskipun hasilnya belum memuaskan (Antara, 15
Maret 1989).

3. Sidang ASOD ke-12

Sidang ASOD (ASEAN Senior Opium Drug) ke-12
yang dihadiri 70 orang ahli dari ASEAN berlangsung di
Bangkok tanggal 23-29 Mei 1989 untuk: (1) mengkaji
kemajuan hasil sidang terakhir ASOD di Singapura; (2)
melanjutkan kegiatan mengatasi penyalahgunaan nar-
kotika di negara-negara ASEAN; (3) membahas kebi-
jakan ASEAN untuk mempererat kerjasama mengatasi
persoalan narkotika {Antara, 30 Mei 1989).

Hasil sidang antara lain: (1) mengundang Birma,

Laos dan Hongkong untuk berperan serta dalam sidang

ASOD mendatang; (2) pencegahan perkara narkotika
dan pengawasan kegiatan di kawasan ASEAN agar di-
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tingkatkan dan sumber dana harus dilibatkan; (3) kesi-
nambungan dukungan dana dan teknik oleh mitra dia-
log ASEAN dan organisasi dunia lainnya kepada ke-
giatan ASEAN yang berkaitan dengan masalah narko-
tika diberi penghargaan; (4) menyetujui pendirian dana
narkotika ASEAN untuk melatih para petugas anti nar-
kotika.

Pertemuan itu juga memutuskan bahwa: (1) kegiat-
an ASEAN yang berkaitan dengan narkotika pada
masa-masa mendatang agar dirumuskan sesuai dengan
pedoman garis besar keterpaduan kegiatan pengawasan
penyalahgunaan narkotika di masa mendatang, persetu-
juan PBB tahun 1988 tentang peredaran gelap narkoti-
ka dan obat terlarang serta rencana kerja lima tahun
ASEAN; (2) sidang mendatang diselenggarakan di
Brunei Darussalam tahun 1990 (Antara, 30 Mei 1989).

4. Kongres Psikiatri dan Kesehatan Jiwa

Kongres Psikiatri dan Kesehatan Jiwa ASEAN yang
dihadiri oleh 300 orang peserta dari ASEAN berlang-
sung di Singapura tanggal 30 Maret - 2 April 1989 untuk
membahas: (1) arti penting psikiatri dan kesehatan jiwa;
(2) psikiatri biologik, pandangan baru mengenai pengo-
batan penyakit skizoffrensia, gangguan efektif, neuro-
sa, alkoholisme dan gangguan kepribadian; (3) aspek
psikiatri dari penyakit AIDs; (4) undang-undang kese-
hatan jiwa di negara-negara anggota ASEAN; (5) masa
depan psikiatri di ASEAN; (6) berbagai masalah psikia-
tri dan kesehatan jiwa dalam Angkatan Bersenjata (Sua-
ra Pembaruan, 1 Mei 1989).

Pejabat Menteri Kesehatan Singapura, Mr. Yeow
Cheow Tong, mengatakan pada pembukaan Kongres
itu: (1) pembinaan dan pelayanan masyarakat akan di-
kembangkan, ditingkatkan dan disentralisasi ke pela-
yanan di poliklinik yang tersebar di Singapura; (2) pro-
yek percontohan terakhir untuk membantu keluarga
merawat anggotanya yang menderita gangguan jiwa di
rumahnya sendiri sedang dilaksanakan di Singapura; (3)
saat ini Singapura mempunyai 47 dokter jiwa dan pada
tahun 2000 akan meningkat menjadi 98 orang; (4) pe-
nambahan jumlah psikiatri mutlak diperlukan karena
jumlah pasien yang datang berkonsuliasi dan berobat di
klinik psikiatri anak dan remaja terus meningkat (Suara
Pembaruan, 1 Mei 1989).

Direktur Rumah Sakit Jiwa Woodbridge, Prof. Teo
Seng Hock, mengarakan bahwa: (1) tidak ada satu ne-
gara di dunia yang berhasil memberikan pelayanan psi-
kiatri di rumah sakit jiwa saja; (2) pelayanan psikiatri
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bagi pasien gangguan jiwa oleh masyarakat pasti lebih
baik; (3) perawatan di rumah sakit lebih tepat bagi me-
reka yang gangguan jiwanya sudah kronik; (4) pela-
yanan psikiatri masyarakat yang komprehensif mutlak
diperfukan tidak hanya di Singapura, tetapi di negara-
negara anggota ASEAN lainnya (Suara Pembaruan, 1
Mei 1989).

5. Pertemuan Konsultasi Kesejahteraan Anak ASEAN

Pertemuan Konsultasi Kesejahteraan Anak ASEAN
berlangsung di Jakarta tanggal 15-16 Mei 1989 untuk:
(1) mempersiapkan utusan ASEAN ke Sidang Umum
PEB bulan September 1989; (2) tukar-pikiran dan pe-
ngalaman mengenai berbagai usaha untuk meningkat-
kan kesejahteraan anak-anak vang akan menggantikan
generasi tua (Anzara, 17 Mei 1989).

Ketua Delegasi Indonesia, Dr. Suyono Yahya MPH,
mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 16 Mei 1989
bahwa: (1) setelah 10 tahun diproses masalah pembi-
naan kesejahteraan anak-anak di ASEAN mendekati
penyelesaian; (2) melalui pertemuan ini, diharapkan ke-
langsungan hidup anak-anak dapat terwujud dan kewa-
jiban orang tua terhadap anak-anak dapat dilaksana-
kan; (3) kepincangan dalam kesejahteraan kehidupan
anak-anak disebabkan oleh pertumbuhan penduduk
yang cepat, peperangan, musibah alam dan penyebab
lainnya yang memaksa mereka terlantar, hidup tidak
menentu dan berkeliaran; (4) keadaan ini tetap menjadi
perhatian pemerintah dan organisasi-organisasi sosial
atau keagamaan di negara-negara anggota ASEAN un-
tuk mengatasinya (Antara, 17 Mci 1989).

Pada saat yang sama, Ketua Delegasi Muangthai,
Saisuree Chotikul, mengatakan bahwa: (1) kesimpulan
yang diperoleh dalam pertemuan itu cuk\ip baik dan
dapat disetujui; (2) jauh sebelum lahir Tahun Interna-
sional Anak 1979, negaranya telah ada Undang-Undang
vang mengatur masalah kesejahteraan anak dan kewa-
jiban orang tua untuk membina dan menyantuni anak-
anak terlantar (Antara, 17 Mei 1989).

il. MASALAH KEAMANAN ASEAN

1. SEMINAR KEAMANAN REGIONAL ASEAN
Menlu Malaysia Abu Hassan Omar mengatakan

pada seminar Keamanan Regional ASEAN tanggal 4

Mei 1989 bahwa: (1) kekuatan ekonomi Jepang yang be-
lum pernah dialami sebelumnya merupakan ancaman
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bagi ASEAN; (2) dalam menghadapi abad ke-21 inves-
tasi langsung, pemutaran kembali surplus perdagangan,
pasaran barang-barang ASEAN dan program bantuan
teknologi serta bantuan pembangunan Jepang sangat
menguntungkan ASEAN; (3) yang terpenting bukan ke-
seimbangan ekonomi dan militer yang absolut, tetapi
pencegahan ketidakseimbangan yang sangat menyolok;
(4) ASEAN harus bekerjasama lebih keras untuk men-
capai sasaran-sasaran baru dalam kerjasama ekonomi,
politik dan militer (Suara Karya, 6 Mei 1989),

2. KERJASAMA MILITER DAN KEAMANAN
ASEAN

Konperensi Militer dan Keamanan ASEAN berlang-
sung di Singapura tanggal 22-25 Maret 1989 dengan
tema: "Towards Greater ASEAN Military and Security
Cooperation: Problems and Prospects.” Pada konpe-
rensi ini Dr. J, Soedjati Djiwandono membahas tentang
""The Big Powers, ASEAN and Asia Pacific Security: A
Jakarta Perspective”’ (Nawala CSIS, Tahun VIII, No.
5, Maret 1989).

i, HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA-
MITRANYA '

A. HUBUNGAN ASEAN-UNDP

Siaran pers Perwakilan UNDP Jakarta tanggal 3 Fe-
bruari 1989 menyebutkan bahwa: (1) Sekjen ASEAN,
Roderick Yong, dan Kepala Perwakilan UNDP Jakar-
ta, Galal M. Magdi, telah menandatangani naskah ker-
jasama perikanan; (2) kerjasama ini akan mendidik
tenaga-tenaga pelatih tingkat regional dalam bidang
aplikasi teknik manajemen, monito‘r‘ing, kontrol dan
supervisi; (3) proyek yang dilaksanakan organisasi pa-
ngan dunia (FAO) akan berlangsung selama 18 bulan
dengan bantuan sebesar US$400.000 (Antdra, 3 Februa-
ri 1989).

B. HUBUNGAN ASEAN-MEE

Ketua Perwakilan ASEAN ke persidangan MEE,
Dr. Abdul Hadi Derani, mengatakan di Brussel tanggal
16 Maret 1989 bahwa: (1) ASEAN perlii membuat per-
siapan awal dan mengadakan pembicaraan dengar in-
vestor asing sehubungan dengan pembentukan pasaran
tunggal MEE; (2) ASEAN mempunyai waktu dua tahun
untuk menyusun strategi sebagai tindak balas terhadap
pembentukan pasaran tunggal MEE; (3) pembentukan



384

pasaran tunggal MEE memberikan pengaruh buruk ter-
hadap perjanjian perdagangan antara negara berkem-
bang dan anggota MEE; (4) meskipun pembentukan pa-
saran tunggal MEE itu untuk menghadapi ekonomi
Amerika Serikat, akan tetapi negara berkembang dapat
terkena akibat yang cukup berat; (5) peraturan pasaran
tunggal MEE mewajibkan produk-produk yang dieks-
por ke negara-negara MEE, 80% bahan mentahnya
harus diproses di negara anggota MEE. Hal ini akan
menghambat pertumbuhan industri, khususnya industri
elektronika negara berkembang; (6) pasaran tunggal
akan menghambat masuknya investor asing di negara
berkembang, karena mereka khawatir mengalami kesu-
litan untuk memasarkan barangnya ke negara-negara
Eropa; (7) ASEAN telah meminta MEE untuk membe-
rikan laporan lengkap dan meminta jaminan bahwa pa-
saran tunggal MEE tidak merusak perjanjian dagang
dua arah; (8) ASEAN merasa khawatir karena parlemen
Eropa mendukung gagasan MEE untuk memperketat
syarat .pemberian bantuan dari negara-negara MEE
(Antara, 20 Maret 1989).

C. HUBUNGAN ASEAN-AMERIKA SERIKAT
1. Masalah Kawasan Bebas Senjata Nuklir

Ketua Komis I DPR-RI, Imron Rosyadi SH, menga-
takan di Jakarta tanggal 3 April 1989 bahwa: (1) sikap
Amerika yang tidak mendukung perjuangan ASEAN
untuk membuat kawasan Asia Tenggara bebas senjata
nuklir sangat disesalkan dan dukungan Uni Soviet ter-
hadap gagasan ini patut dipuji; (2) penyebaran nuklir
dan pangkalan militer asing mengganggu dan mengan-
cam usaha-usaha untuk mewujudkan perdamaian du-
nig; (3) tidak benar dan tidak wajar jika negara adi-
kuasa hanya memperjuangkan dan m‘eng‘inginkan kon-
sep bebas senjata nuklir di sebagian wilayah Eropa saja
(Angkatan Bersenjata, 4 April 1989).

2. Laporan Komite Pengarah Hubungan ASEAN-
Amerika Serikat

-.Hasil laporan Komite Pengarah Hubungan ASEAN-
AS yang beranggotakan 25 peneliti dari ASEAN dan
Amerika Serikat yang disiarkan oleh pemerintah Singak-
pura tanggal 9 Februari menyebutkan bahwa: (1) ran-
cangan hubungan ekonomi yang lebih erat antara
ASEAN dan AS akan diajukan kepada pemerintah
Bush pada bulan April 1989; (2) suatu kerangka perse-
tujuan ekonomi kedua pihak akan diadakan, sehingga
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memberikan peluang bagi setiap anggota ASEAN untuk
menandatangani suatu persetujuan perdagangan bebas
bilateral (FTA atau Free Trade Agreement) dengan AS;
(3) kerjasamna -dua arah dalam perdagangan, investasi
dan teknologi perlu diperkuat (dntara, 10 Februari
1989).

3. Seminar ASEAN - Amerika Serikat

Seminar ASEAN-AS yang diselenggarakan oleh
Pusat Pengkajian East-West Center Hawai dan Institut
of South-East Asia Studies Singapore berlangsung di
Washington tanggal 13 April 1989 untuk merundingkan
kerangka kerja yang merupakan payung kerjasama
ekonomi menuju zona perdagangan bebas antara
ASEAN dan AS (Suara Karya, 15 April 1989).

Dr. Michel Plumer dari East-West Center mengata-
kan dalam seminar itu bahwa: (1) kesadaran untuk
mengurangi berbagai hambatan perdagangan, kini mu-
lai dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN; (2)
selama ini investasi AS di ASEAN didominasi oleh
perusahaan-perusahaan besar perminyakan dan elekiro-
nika; (3) sekarang ASEAN periu membuka diri untuk
investasi perusahaan-perusahaan yang lebih kecil (Suara
Karya, 15 April 1989).

Sementara itu, Wakil Presiden East-West Center
bidang perencanaan, Dr, Seiji Naya mengatakan bahwa
hasil dan usul-usul dalam seminar ini akan dibahas oleh
pemerintah AS dan ASEAN dalam dialog mereka bulan
Oktober 1989 (Suara Karya, 15 April 1989).

Seminar menyarankan agar: (1) salah satu isi perse-
tujuan kerjasama ekonomi itu merupakan komitmen
bersama untuk meliberalkan perdagangan dan inves-
tasi; (2) komite Trans-Pasifik yang anggotanya terdiri
dari Menteri Perdagangan AS dan ASEAN dengan pe-
nasihat para ahli dan wakil dari pithak swasta dibentuk.
Komite itu akan bertemu setahun sekali untuk mena-
ngani perselisihan perdagangan dan investasi serta
melakukan perundingan untuk mencapai persetujuan
lebih jauh mengenai subsidi, penghapusan pajak ber-
ganda dan berbagai hambatan perdagangan, hak cipta,
investasi dan jasa; (3) persetujuan perdagangan AS dan
ASEAN menjadi tujuan akhir dari kerangka persetuju-
an; (4) pefsetujuan itu diharapkan menjadi dasar perse-
tujuan-persetujuan selanjutnya di wilayah Asia Pasifik;
(5) semua persetujuan berdasarkan pada peraturan
GATT (General Agreement on Tariff and Trade) (Suara
Karya, 15 April 1989).
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D. HUBUNGAN ASEAN-JEPANG
[. Dana Pinjaman Jepang

Pimpinan Bank Pembangunan Malaysia, Nik Ibra-
him, mengatakan kepada pers di Kuala Lumpur tanggal
31 Januari 1989 bahwa: (1) para pengusaha Malaysia
menyambut baik adanya dana pinjaman pembangunan
Jepang-ASEAN; (2) dana ini merupakan proyek ga-
bungan kerjasama ekonomi antara pemerintah Jepang
dan negara-negara anggota ASEAN; (3) Malaysia meru-
pakan negara ASEAN pertama yang mendapat persetu-
juan untuk meminjam dana itu {4ntara, 1 Februari
1989).

2. Sikap Pemerintah Jepang Terhadap ASEAN

PM Jepang Noburo Takeshita, mengatakan di si-
dang DPR Jepang (Diet) tanggal 10 Februari 1989 hah-
wa Jepang akan berusaha mempererat hubungan
dengan ASEAN dan negara-negara Pasifik serta
negara-negara tetangga lainnya (Suara Pembaruan, 11
Februari 1989).

Pada saat yang sama Menteri Luar Negeri Jepang,
Susuke Uno, mengatakan: (1) ASEAN merupakan kui-
ci stabilitas Asia Tenggara dan Jepang berusaha me-
ningkatkan hubungan kerjasama di berbagai bidang
dengan ASEAN; (2) penyelesaian masalah Kamboja
tidak dapat dipisahkan dari usaha mencapal perda-
maian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara; (3) Je-
pang ingin membantu mewujudkan stabilitas dan pem-
bangunan di kawasan Asia Pasifik; (4) penarikan selu-
ruh pasukan Vietnam dari Kamboja dan pencegahan
kebijaksanaan brutal yang dijalankan rezim Pol Pot sa-
ngat penting untuk membantu memecahkan masalah
Kamboja; (5) Jepang akan terus membantu usaha
ASEAN untuk membantu terlaksananya penentuan na-
sional rakyat Kamboja dan pembentukan negara Kam-
boja yang merdeka, bebas dan netral (Anrara, 11
Februari 1989).

3. Sistem Perdagangan Terbuka Jepang

Duta Besar Jepang untuk Malaysia, Noburu Maka-
hira, mengatakan kepada Klub Pemilik Bauk di Malay-~
sia tanggal 16 Mei 1989 bahwa: (1) ASEAN agar me-
ningkatkan usaha untuk menggunakan peluang yang
muncul dari sistem perdagangan Jepang yang terbuka;
(2) jika ASEAN tidak menggunakan sepenuhnya pe-
luang itu, sistem perdagangan terbuka Jepang tidak
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akan banyak memberikan keuntungan; (3) langkah Je-
pang itu dilakukan ‘untuk meningkatkan kesempatan
kepada ASEAN untuk memasuki pasaran Jepang; (4)
ASEAN perlu mengkaji kembali sistem perdagangan
bilateralnya dengan Jepang agar peningkatan hubungan
perdagangan antara kedua negara dapat diwujudkan;
(5) untuk masa-masa mendatang ASEAN diperboleh-
kan menjual lebih banyak produknya ke Jepang (An-
tara, 18 Mei 1989).

4. Konperensi ASEAN-Jepang ke-2

Konperensi ASEAN-Jepang ke-2 yang diselenggara-
kan oleh CSIS bekerjasama dengan The Japan Institute
of International Affairs (JIIA) dan ASEAN-ISIS, diha-
diri oleh 40 peserta, di antaranya 14 orang wakil Jepang
dan Dubes Jepang unituk Indonesia, Sumeo Edamura,
berlangsung di Bali tanggal 20-2] Maret 1989. Konpe-
rensi ini membahas perkembangan ekonomi, politik
dan keamanan di wilayah Asia Pasifik, yang dibagi
menjadi 4 bagian yakni: (1) International Situation in
Asia and Pacific; (2) Situation in Southeast Asia; (3)
Japan’s Security Policy; dan (4) Internationalization of
Japan.

Makalah-makalah yang dibahas dalam konperensi
ini adalah:

1. Sino-Soviet Rapproachement -- Its Impacts on East
and Southeast Asia: Tatsumi Okabe.

2. The USSR’s ”New Thinking’’ in the Asia-Pacific
Region -- Focus on the Sino-Soviet Detente: Bilveer
Singh.

3..A Decade War in Cambodia -- Regional Initiative
under International Pressure: Yoneji Kuroyanagi.

4. The Philippines -- Problems and Prospects: Caye-
tano Paderanga.

L

. Japan’s Security Policy and Implications’ on the
ASEAN Nations: Seizaburo Sato.
6. Japan’s Security -~ An ASEAN Perspective: Jusuf
Wanandi. o
7. Japan’s International Role: Tadashi Ideka.
8. Internationalization of Japan -- Cultu‘ral Aspects:
Chatthip Nartsupha.

Menhankam L.B. Moerdani mengatakan pada pem-
bukaan konperensi itu bahwa: (1) munculnya Jepang se-
bagai negara adidaya ekonomi tidak disangsikan lagi
menjadi asset atau modal memperkuat. perekonomian
negara-negara ASEAN; (2) peningkatan anggaran per-
tahanan Jepang menjadi pusat perhatian negara-negara
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berkembang. Tetapi persoalannya sekarang adalah ke-
mungkinan Jepang untuk menyebarkan satuan keaman-
annya ke arah selatan; (3) peningkatan keamanan Je-
pang memang tidak sekaligus berarti kehadiran militer-
nya langsung, tetapi yang penting adalah menjaga dan
memelihara kerjasama antar semua - pihak, termasuk
ASEAN (Antara, 21 Maret 1989); (4) melalui persaha-
batan dan saling menghormati, Jepang dapat melanjut-
kan bantuan pembangunan ekonomi kepada Indonesia
dengan investasi langsung ke daerah-daerah di luar
Jawa; (5) ASEAN dan Jepang saat ini ditantang, baik
secara individu maupun kolektif, untuk menjawab ce-
patnya perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai
wilayah dunia, terutama di Pasifik; (6) ASEAN dan Je-
pang harus dapat bekerjasama membangun lingkungan
dunia yang terbuka, stabil dan damai atas dasar saling
menghormati serta mewujudkan saling ketergantungan
yang lebih berimbang; ()) saling ketergantungan yang
lebih berimbang tercermin pada distribusi keuntungan
yang lebih adil dari pemanfaatan semua jenis sumber
daya yang terbatas; (8) laju pertumbuhan ekspor yang
tinggi dan masuknya modal Jepang ke negara-negara
ASEAN merupakan keuntungan ASEAN; (9) ASEAN
sudah dikenal sebagai satu kesatuan yang dapat me-
mainkan peranan yang konstruktif dalam berbagai
perundingan internasional; (10) Jepang dan ASEAN
dapat bersama-sama atau saling mendukung posisi
masing-masing di forum internasional (Kompas, 22
Maret 1989).

Prof. Seizaburo Sato, dari Universitas Tokyo, me-
ngatakan kepada pers di Bali tanggal 21 Maret 1989
bahwa: (1) Jepang tidak akan mengubah kebijaksanaan
pertahanannya yang berlaku sekarang, selama stabilitas
lingkungannya tidak berubah; (2) sistem keamanan se-
mesta (comprehensive security) Jepang sama dengan
konsep ketahanan nasional Indonesia; (3) tentara bela-
diri Jepang tidak memiliki peralatan militer jarak jauh;
(4) semua kapasitas perang Jepang hanya untuk meng-
halangi kemungkinan serangan ke negaranya; (5) kebi-
jaksanaan pertahanan Jepang punya kaitan dengan
tingkah laku Uni Soviet dan AS; (6) AS dan Uni Soviet
tidak dapat mempertahankan seluruh kepentingannya
secara militer, apalagi Jepang yang pernah mengalami
trauma dalam hal itu (Kompas, 22 Maret 1989).

Direktur Pusat Pengkajian Masalah Internasional

(CSIS), Jusuf Wanandi mengatakan kepada pers di Bali'

tanggal 20 Maret 1989 bahwa: (1) Jepang akan meme-
gang peranan penting di kawasan Asia Pasifik; (2)
ASEAN tidak perlu khawatir pada penambahan ang-
garan pertahanan Jepang yang digunakan untuk mem-
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pertahankan dan memelihara keamanan lautnya dari se-
rangan kapal selam musuh; (3) Jepang harus menang-
gung beban keamanan AS dan ikut menjaga kestabilan
keamanan di Asia Pasifik; (4) Jepang kini semakin di-
perhitungkan, tidak hanya dari segi ekonomi tetapi di
masa mendatang peran politiknya semakin nyata dalam
hubungan internasional; (5) berbagai kebijakan ekono-
mi Jepang sudah berusaha membantu pemasaran pro-
duk-produk negara-negara ASEAN dengan perlakuan
istimewa atau proteksi tradisional; (6) penting bagi
ASEAN untuk belajar teknologi dan mempelajari buda-
ya konsumen serta selera masyarakat Jepang agar dapat
menerobos pasaran negara itu (Merdeka, 23 Maret
1989).

5. Kunjungan PM Noboru Takeshita ke ASEAN

Laporan Harian Yomiuri Shimbun Tokyo tanggal 7
April 1989 mengatakan bahwa: (1) PM Jepang Noboru
Takeshita akan mengumumkan Doktrin Takeshita un-
tuk memperkokoh solidaritas dengan ASEAN; (2) Dok-
trin ini akan disampaikan dalam pidatonya di Jakarta
tanggal 5 Mei 1989, dalam rangkaian kunjungan muhi-
bahnya ke negara-negara ASEAN tanggal 29 April - 7
Mei 1989; (3) Takeshita menyambut baik penarikan pa-
sukan Vietnam dari Kamboja dan menjanjikan bantuan
untuk mempercepat pulihnya suasana damai di kawas-
an; (4) Jepang akan menawarkan kerjasama penuh un-
tuk membantu pembangunan Kamboja; (5) Takeshita
akan menegaskan sikap Jepang dan ASEAN untuk
terus bahu-membahu membantu perbaikan ekonomi
maupun mengusahakan perdamaian dunia; (6) Jepang
akan mengutarakan kesanggupannya untuk meningkat-
kan bantuan pinjaman Yen kepada ASEAN serta me-
longgarkan persyaratan untuk membantu pembangun-
an ekonomi negara-negara ASEAN; (7) Jepang akan
menjelaskan upaya-upayanya untuk mengisi tiga prin-
sip kebijaksanaannya menyangkut kerjasama interna-
sional, membantu perdamaian, ekonomi serta tukar-
menukar kebudayaan; (8) Jepang menginginkan per-
luasan dan peningkatan hubungan Jepang dengan
ASEAN secara keseluruhan (Antara, 7 April 1989).

Kepala Konsuler Kedutaan Jepang di Kuala Lum-
pur, Wataru Nishigahira, mengatakan kepada war-
tawan di Kuala Lumpur tanggal 26 April 1989 bahwa:
(1) PM Takeshita akan meletakkan jabatannya setelah
Parlemen Jepang (Diet) menyetujui anggaran belanja
negara tahun 1989; (2) Takeshita telah memutuskan un-
tuk meneruskan rencana kunjungan ke négara-negara
ASEAN; (3) msalah hutang ASEAN sehubungan de-
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ngan kenaikan nilai Yen, Kamboja dan peluang barang-
barang produksi ASEAN masuk ke pasaran Jepang
akan merupakan topik pembicaraan kunjungan Takes-
hita itu (Antara, 26 April 1989).

Anggota Komisi I DPR-RI, Marzuki Darusman me-
ngatakan kepada pers di Jakarta bahwa: (1) kunjungan
PM Jepang Takeshita harus disambut baik, meskipun ia
sudah menyatakan akan mengundurkan diri dari jaba-
tannya; (2) kunjungan itu menguntungkan karena ber-
arti hubungan baik kedua negara selama ini tidak terpu-
tus akibat gejolak intern di Jepang; (3) kunjungan itu
bermakna untuk mengikat Jepang agar memperbesar
peranannya di Asia Tenggara sesudah kepemimpinan
Takeshita; (4) Indonesia perlu memanfaatkan kunjung-
an itu untuk merundingkan kerjasama yang saling
menguntungkan kedua negara; (5) bantuan Jepang un-
tuk pembangunan perekonomian Indonesia, khususnya
bantuan yang bersifat mengikat, perlu dibahas dengan
Takeshita; (6) doktrin Takeshita jangan sampai diper-
sepsikan untuk meresmikan suatu hubungan ketergan-
tungan kepada Jepang (Angkatan Bersenjata, 27 April
1989).

Menteri Sekretaris Negara Moerdiono mengatakan
kepada pers di Bina Graha tanggal 26 April 1989 bah-
wa: (1) Presiden Soeharto tetap akan memberikan peng-
hormatan sepenuhnya kepada PM Takeshita yang akan
berkunjung di Indonesia tanggal 4-6 Mei 1989; (2)
Takeshita tetap sebagai PM dan mewakili pemerintah
dan rakyat Jepang (Kompas, 28 April 1989).

Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, menga-
takan kepada pers di Jakarta tanggal 27 April 1989
bahwa: (1) rencana kunjungan PM Jepang Noboru
Takeshita ke ASEAN tetap penting; (2) krisis politik
vang melanda pemerintahan Takeshita tidak akan me-
ngubah kebijakan negara itu terhadap Asia Tenggara;
(3) pergantian pimpinan di Jepang hanya berlangsung di
dalam LDP, bukan pergantian pimpinan dari partai
yang berkuasa ke partai oposisi (Kompas, 28 April
1989).

Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Sumio Eda-
mura, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal ! Mei
1989 bahwa: (1) PM Takeshita akan mengadakan pem-
bicaraai secara terbuka dengan para pemimpin ASEAN
mengenai penyelesaian politik di Kamboja; (2) PM Ta-
keshita akan membicarakan masalah kelanjutan pem-
bangunan dan pengembangan seluruh kawasan Indo-
cina sebelum pertemuan puncak Cina-Soviet medio Mei
dan Konperensi Post-Ministerial ASEAN' bulan Juni
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1989; (3) pembicaraan masalah Kamboja sangat penting
karena merupakan kunci untuk mewujudkan perdamai-
an dan stabilitas kawasan; (4) pertemuan JIM-II di Ja-
karta bulan Februari 1989 merupakan contoh prakarsa
yang baik dari ASEAN; (5) langkah ini selaras dengan
Prakarsa Kerjasama Internasional Takeshita bulan No-
vember 1987 yang meliputi tiga pilar yakni: (a) pengu-
kuhan kerjasama mencapai perdamaian; (b) pengukuh-
an pertukaran kebudayaan internasional; (c) pening-
katan Bantuan Pembangunan Resmi Jepang (ODA}; (6)
ASEAN merupakan penerima terpenting prakarsa itu,
sehingga PM Takeshita berusaha meningkatkan hu-
bungan pemerintahannya dengan ASEAN;-(7) Jepang
memandang kawasan Asia Pasifik sebagai satu di anta-
ra wilayah yang paling dinamis dan berkembang di du-
nia. Kawasan ini akan memainkan peranan utama un-
tuk memajukan dunia; (8) kunjungan Takeshita kali ini
sangat berarti, karema akan mendapat kesempatan
mengadakan tukar pandangan secara terbuka dengan
para pemimpin ASEAN mengenai kerjasama yang di-
mungkinkan di kawasan Asia Pasifik pada abad 21; (9)
kunjungan PM Jepang ke ASEAN merupakan suatu
tradisi untuk meningkatkan kesinambungan, keman-
tapan dan kehandalan hubungan Jepang-ASEAN (anta-
ra, 1 Mei 1989).

Dalam pidatonya yang berjudul ’’Jepang dan
ASEAN Bersama dan Maju Bersama,’” di Hotel Boro-
budur tanggal 5§ Mei 1989, PM Takeshita menegaskan:
(1) tentang prinsip yang menjadi pilar Prakarsa Kerja-
sama Internasional (International Cooperation Initia-
tive - ICI) adalah: (a) memperkokoh kerjasama untuk
membina perdamaian; (b) memperluas bantuan resmi
pembangunan (Official Development Assistance -
ODA); (¢) meningkatkan pertukaran kebudayaan inter-
nasional, sehingga rakyat yang berbeda-beda dapat sa-
ling menghormati dan mengerti sebagai sesama manu-
sia; (2) ASEAN merupakan salah satu kawasan terpen-
ting dan oleh karena itu Jepang akan meningkatkan
prakarsanya di kawasan ini; (3) berdasarkan konstitusi-
nya, Jepang tidak ingin menjadi negara militer; (4) Je-
pang mengerahkan kemampuan semaksimalnya untuk
secara aktif bekerjasama mencapai perdamaian; (5)
Jepang akan melakukan usaha-usaha diplomasi secara
aktif untuk mengupayakan penyelesaian sengketa de-
ngan mengirimkan para ahli dan personil ke tempat tim-
bulnya kesulitan serta memberikan bantuan keuangan
bagi pemeliharaan perdamaian; (6) Jepang bertekad un-
tuk menyempurnakan volume dan kualitas ODA demi
tercapainya perdamaian dan kemakmuran dunia; (7) Je-
pang menganggap ASEAN sebagai salah satu mitra pa-
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ling penting dalam kerjasama ekonomi; (8) Jepang telah
mengalokasikan 50% dari jumlah total ODA untuk
ASEAN:; (9) Jepang menjadi negara donor ODA terbe-
sar bagi negara-negara ASEAN; (10). Jepang akan terus
menekankan hubungan dengan ASEAN karena hal itu
sudah menjadi kebijakan; (11) penyelesaian politik yang
adil di Kamboja memerlukan jaminan bagi. penarikan
mundur pasukan Vietnam di bawah pengawasan inter-
nasional serta mencegah terulangnya kembali politik
rezim-Pol Pot; (12) pemilihan umum yang bebas. dan
adil di Kamboja diperlukan agar rakyat dapat menentu-
kan nasibnya sendiri; (13) mekanisme pengawasan yang
tepat guna dan segala upaya penyelesaian politik harus
menjamin tercapainya stabilitas dalam negeri Kamboja
(Pelita, 6 Mei 1989).

6. Jepang dan Asia Mencari Peran Baru

Seminar yang diselenggarakan Pusat Sumber Infor-
masi Singapura, yang dihadiri oleh 100 orang dari ka-
langan diplomat, cendekiawan dan usahawan ASEAN,
berlangsung di Singapura tanggal 10 Juni 1989 untuk
membahas masalah ”’Jepang dan Asia Mencari Peran
Baru.”

Mantan Menlu RI, Mochtar Kusumaatmadja, me-
ngatakan pada seminar itu bahwa: (1) negara-negara
Asia Tenggara harus dapat meyakinkan Jepang dan AS
bahwa Jepang tidak boleh mempunyai kebijaksanaan
pertahanan yang terpisah; (2) Jepang tidak boleh diberi
peran sebagai polisi di Asia Timur dan Asia Tenggara;
(3) pengakuan atas kebutuhan pertahanan negara-nega-
ra Asia Tenggara termasuk hak mereka untuk menentu-
kan kebutuhan bagi kepentingan kawasan sangat. pen-
ting; (4) setiap usaha dan rencana untuk meningkatkan
kemampuan pertahanan Jepang sebagai bagian dari
konsep strategi atau pertahanan harus mempertimbang-
kan masalah itu; (5) sepanjang masyarakat Asia Teng-
gara dapat mengambil manfaatnya, maka peningkatan
pertahanan Jepang tidak harus dilihat sebagai suatu hal
yang negatif; (6) selain AS dan Uni Soviet, ancaman ter-
hadap keamanan di kawasan Asia Pasifik dapat datang
dari negara lainnya; (7) karena kemajuannya di bidang
keuangan dan perekonomian, Jepang menjadi mitra
penting ASEAN; (8) ASEAN harus membujuk Jepang
untuk memanfaatkan uangnya di Asia Tenggara; (9)
usaha-usaha ASEAN dan Jepang di bidang sosial dan
budaya masih terlalu kecil (The Jakarta Post, 12 Juni
1989).
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7. Kerjasama Lingkungan ASEAN-Jepang

Simposium Lingkungan ASEAN-Jepang dihadiri
oleh Menteri Lingkungan dari Cina, Singapura, Malay-
sia, Muangthai, Filipina, Indonesia dan Jepang (sebagai
tuan rumah) berlangsung di Tokyo tanggal 7 Juni 1989
untuk mengadakan konsultasi dan koordinasi mengenai
lingkungan (Antara, 8 Juni 1989).

Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hi-
dup (KLH) Indonesia, Prof. Emil Salim, mengatakan
pada-simposium itu bahwa: (1) Indonesia mengusulkan
pembentukan mekanisme gabungan Jepang-ASEAN
untuk konsultasi dan koordinasi kerjasama lingkungan;
(2) konsultasi berkala dan pelaksanaan proyek-proyek
kerjasama dapt dimanfaatkan untuk menganalisa kebu-
tuhan kawasan saat ini dan di masa mendatang untuk
melindungi kualitas lingkungan, sumber daya alam dan
pelaksanaan pembangunan; (3) konsultasi seperti ini
juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui bantuan
yang diperlukan ASEAN;. (4) konsultasi berkala
Jepang-ASEAN agar dilembagakan pada tingkat peja-
bat senior seperti kelompok Ahli ASEAN (AEGE)
dengan badan Lingkungan Hidup Jepang (JEA); (5)
konsultasi ini dapat diperluas menjadi kerjasama ka-
wasan sehingga dapat memperkokoh landasan tercip-
tanya kerjasama global; (6) Indonesia mengharapkan
kerjasama ini terus meningkat di masa mendatang; (7)
semua upaya lingkungan di masing-masing negara
ASEAN tetap bertumpu pada kepentingan lingkungan
ASEAN; (8) Indonesia akan terus berusaha memperko-
koh kelembagaan pengelolaan lingkungan untuk meng-
antisipasi masalah lingkungan; (9) di Indonesia terdapat
sekitar 20 juta ha lahan kritis, dan pemerintah merenca-
nakan penghutanan kembali 300.000 ha/tahun dengan
biaya US$300 juta; (10) rehabilitasi lahan kritis ini
memberikan waktu 65 tahun. Oleh karena itu Indonesia
mengundang partisipasi masyarakat internasional un-
tuk membantu proyek ini agar dapat diperpendek wak-
tunya; (11) pencemaran laut dan hutan tropis merupa-
kan masalah yang dihadapi ASEAN saat ini; (12)
Jepang yang mempunyai Kkepentingan di perairan
ASEAN agar turut berpartisipasi mengatasi masalah itu
(Antara, 8 Juni 1989).

Hasil simposium antara lain: (1) mengakui eratnya
ketergantungan antara lingkungan global, kegiatan ma-
nusia dan kemiskinan; (2) menghimbau semua pihak
untuk menjaga kelestarian lingkungan global; (3) sepa-
kat untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan
dengan mengerahkan semua kebijaksanaan dan ke-
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mampuan melalui kerjasama global dan regional; (4)
sepakat agar kerjasama regional, termasuk pertukaran
informasi lingkungan, semakin ditingkatkan; (5) sepa-
kat agar kerjasama gabungan antar negara Asia, khu-
susnya di sektor meteorologi dan kondisi lingkungan,
semakin ditingkatkan; (6) perlu kerjasama dengan nega-
ra-negara industri, termasuk Jepang, untuk mengatasi
masalah lingkungan, karena negara-negara Asia pada
umumaya miskin dan lemah teknologinya (Antara, 8
Juni 1989).

PM Jepang, Susuke Uno, mengatakan pada penu-
tupan simposium itu bahwa: (1) bermasalahan dan
usulan simposium akan disampaikan pada KTT negara
industri di Paris bulan Juni 1989; (2) Jepang akan hadir
pada KTT itu sebagai wakil Asia; (3) Jepang akan me-
nyelenggarakan pertemuan seperti ini pada bulan Sep-
tember 1989 (4ntara, 8 Juni 1989).

IV. USAHA ASEAN MEMBANTU MENYELESAI-
KAN KONFLIK KAMBOJA

A. PERTEMUAN HUN SEN - SIHANOUK DI JA-
KARTA

Tanggal 26 Maret 1989, Pangeran Norodom Siha-
nouk menerima pesan dari PM Hun Sen untuk menga-
dakan KTT di Jakarta tanggal 2-3 Mei 1989.

Dari Bangkok tanggal 8 April 1989 diberitakan
bahwa KTT antara PRK dan CGDK batal dilangsung-
kan di Jakarta, dan akan dipindahkan ke Paris (Kom-
pas, 9 April 1989). Akan tetapi berita ini segera disang-
gah oleh Pangeran Norodom Sihanouk dan Perancis.
KTT itu pasti akan diadakan di Jakarta (Suara Karya,
10 April 1989).

Pada tanggal 9 April 1989, Pangeran Norodom Si-
hanouk mengatakan bahwa: (1) Hun Sen telah siap de-
ngan konsesinya yang bersedia menghapuskan kata
»’Republik Rakyat” untuk nama Kamboja, Tetapi yang
menjadi masalah sekarang adalah apakah Kamboja
akan tetap menjadi sebuah negara komunis; (2) dia
menginginkan agar PRK yang komunis dihapuskan dari
Kamboja agar rakyat Kamboja dapat melaksanakan
pemilihan umum yang diawasi secara internasional (4n-
tara, 10 April 1989).

Pada tanggal 13 April 1989 Pangeran itu juga me-
ngatakan bahwa dalam pertemuannya nanti dengan
Hun Sen dia tidak akan membuat sebuah keputusan
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pun. Pertemuan itu hanya untuk mendengar dan mem-
bicarakan beberapa hal yang menyangkut masalah
Kamboja serta untuk mengetahui konsesi-konsesi yang
akan diajukan oleh Vietnam dan Hun Sen (Antara, 15
April 1989).

Mengenai peranan Indonesia dalam pertemuan di
Jakarta ini, Menlu Ali Alatas mengatakan kepada para
wartawan di Jakarta tanggal 27 April 1989 bahwa perte-
muan ini bukan kelanjutan dari JIM, oleh sebab itu In-
donesia tidak banyak berperanan, hanya menyediakan
tempat (Sugra Karya, 28 April 1989).

Sesuai dengan rencana, pembicaraan terpisah antara
PM Hun Sen dan Pangeran Norodom Sthanouk, serta
antara PM Hun Sen dan PM CGDK, Son Sann, ber-
langsung di Jakarta tanggal 2-3 Mei 1989, Mereka mem-
bicarakan masalah-masalah yang dapat menjembatani
tercapainya penyelesaian damai di Kamboja.

Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta tanggal 30
April 1989, Pangeran Norodom Sihanouk mengatakan
bahwa dia akan berusaha bersikap lunak dan realistik
dalam pertemuannya dengan Hun Sen, antara lain
dengan: (1) tidak lagi menuntut penghapusan PRK; (2)
tidak lagi menuatut peranan pemeliharaan perdamaian
PBB (International Peace Keeping Force atau IPKF)
untuk mengawasi penarikan mundur pasukan Vietnam,
dan sebagai gantinya mengusulkan Komisi Pengawas
Internasional (ICC) atau Mekanisme Pengawasan Inter-
nasional (ICM). Namun demikian Pangeran itu juga
mengatakan bghwa para anggota ICM itu harus diten-
tukan melalui suatu Konperensi Internasional yang
akan diadakan di Paris di bawah pimpinan Presiden
Francois Mitterand, dan tidak ditentukan asal saja sper-
ti yang diinginkan oleh rezim Phnom Penh dan Hanoi
(Kompas, 1 Mei 1989); (3).Indonesia akan menjadi pe-
serta utama Konperensi Paris itu (4ntara, 3 Mei 1989),

Selama berada di Jakarta, Pangeran itu juga menga-~
dakan pertemuan terpisah dengan Presiden Soeharto,
Wakil Presiden AS, Dan Quayle, dan Menteri Negara
Urusan Luar Negeri India, Natwar Singh.

Setibanya di Lanuma Halim Perdanakusuma tang-
gal 1 Mei 1989, PM Hun Sen mengatakan bahwa berba-
gai perubahan mendasar telah dilakukan pemerintah-

nya demi tercapainya perdamaian di Kamboja. Peru-

bahan-perubahan itu antara lain: (1) banyak pasal
UUD-nya yang telah diubah; (2) hukuman mati bagi
pelaku tindak kriminalitas dihapus; (3) nama Pemerin-
tah Republik Rakyat Kamboja diubah menjadi Peme-
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rintah Kamboja; (4) bendera nasional telah diubah
pula, warna dasar merah diganti merah biru, meskipun
gambar pagoda dengan lima stupa tetap (4ntara, 2 Mei
1989). Sementara itu, Hun Sen tetap berpendirian
bahwa pihaknya bersedia mengadakan kompromi asal
tidak untuk Pol Pot, karena kompromi dengan Pol Pot
hanya akan merugikan rakyat Kamboja (Kompas, 2
Mei 1989).

Seusai mengadakan perundingan tanggal 2 Mei
1989, PM Hun Sen mengatakan kepada para wartawan
bahwa pertemuannya dengan pemimpin CGDK telah
mencapai kemajuan yang berarti. Ini terbukti dengan:
(1) tercapainya kesepakatan mengenai pembentukan
Mekanisme Pengawas Internasional (/nternational Con-
trol Mechanism atau ICM) untuk menggantikan IPKF,
meskipﬁn komposisinya masih akan ditentukan dalam
konperensi internasional yang telah disepakati akan di-
langsungkan di Jakarta dan Paris; (2) penghentian se-
mua bantuan asing kepada faksi-faksi Kamboja yang
bertikai setelah ditariknya pasukan Vietnam dari Kam-
boja; (3) Pangeran Norodom Sihanouk menyetujui
perubahan nama Republik Rakyat Kamboja menjadi
Negara Kamboja, agama Budha menjadi agama negara,
penghapusan hukuman mati dan perubahan warna
bendera sebagaimana diusulkan olehnya (Suara Karya,
3 Mei 1989). Namun beberapa hal seperti lagu kebang-
saan dan peranan partai-partai dalam kehidupan berne-
gara masih perlu dibicarakan lebih lanjut.

PM Hun Sen juga mengatakan bahwa: (1) dalam
pembicaraannya dengan Pangeran Norodom Sihanouk
itu dia meminta Pangeran tersebut untuk segera kemba-
li ke Kamboja setelah pasukan Vietnam ditarik mundur,
untuk menjadi Kepala Negara Kamboja; (2) di Kambo-
ja perlu dibentuk Dewan Nasional Tertinggi (Supreme
National Council atau SNC) atau Dewan Nasional
Agung (DNA) yang terdiri atas para pemimpin Kambo-
ja di bawah pimpinan Pangeran Norodom Sihanouk.
Pemimpin SNC akan didampingi oleh tiga wakil dari
tiga faksi lainnya (pembentukan SNC ini ditolak Pange-
ran Norodom Sihanouk). SNC dapat berada di Phnom
Penh maupun di luar negeri {(Angkatan Bersenjata, 5
Mei 1989); (3) SNC bertugas mengawasi pelaksanaan
persetujuan yang telah dicapai oleh faksi, membuat
peraturan dan mengawasi pelaksanaan pemilihan
umum, serta menyiapkan rancangan konstitusi untuk
disampaikan kepada Majelis Nasional; (4) untuk men-
jalankan tugas itu, NSC dibantu oleh ICM (Suara
Karya, 3 Mei 1989); (5) Pangeran Norodom Sihanouk
tampaknya tidak begitu tertarik dengan rencana pem-
bentukan SNC, sebaliknya banyak tertarik pada serang-
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kaian perubahan pasal-pasal Konstitusi Kamboja dan
mengajukan beberapa usul, seperti dihapuskannya
sistern satu partai dan sebaliknya mengusulkan sistem
multipartai yang dikukuhkan dalam konstitusi melalui
amandemen; (6) pada prinsipnya Pangeran itu bersedia
kembali ke Kamboja asalkan usulnya, terutama menge-
nai amandemen konstitusi, dilaksanakan dan semua
tenitara Vietnam telah ditarik dari Kamboja (Kompas, 3
Mei 1989). Namun Pangeran Norodom Sihanouk itu
juga mengingatkan, apabila sampai bulan September
nanti dia tidak dapat memenuhi undangan tersebut,
jangan dipersalahkan. Sefentara itu PM Hun Sen juga
menjawab, apabila sampai saat itu Pangeran belum
juga kembali ke Kamboja, semoga jangan menentang-
nya (Kompas, 3 Mei 1989); (7) dia dan Pangeran Noro-
dom Sihanouk setuju agar Konperensi Internasional
tentang Kamboja itu sekali diselenggarakan di Jakarta
dan sekali berlangsung di Paris; (8) paling tidak terda-
pat enam negara peserta konperensi itu, yakni dua nega-
ra nonblok, dua negara sosialis dan dua negara Barat.
Dua negara nonblok itu mungkin Indonesia dan India;
(9) sebelum berlangsung Konperensi Paris itu, dia akan
bertemu terlebih dahulu dengan Pangeran Norodom
Sihanouk di Pdris tanggal 24 Juli 1989, yang kemudian
disusul dengan pertemuan empat faksi juga di Paris
tanggal 25 Juli 1989; (10) dalam Konperensi Interna-
sional itu akan ditentukan komposisi ICC atau ICM;
(11) dalam pembicaraan itu, Pangeran Norodom Siha-
nouk tampak lebih sungguh-sungguh dan tidak lagi
mengusulkan pembubaran pemerintahan Kamboja ban-
tuan Vietnam (PRK) serta dapat menerima pembentuk-
an ICC atau ICM daripada IPKF. Pangeran itu justru
lebih serius daripada Son Sann; (12) apabila melalui
pemilihan umum itu rakyat menghendaki pembubaran
PRK, dia tidak berkeberatan; (13) SNC berdiri tanpa
campur tangan CGDK maupun PRK. Hal ini berarti
selama SNC ada, PRK tetap ada untuk sekedar melaku-
kan kegiatan sosial ekonomi dan PRK otomatis akan
bubar bila telah terbentuk pemerintahan Kamboja hasil
pemilihan umum (Antara, 3 Mei 1989).

Sementara itu setelah mengadakan pembicaraan ter-
pisah dengan Son Sann, yang juga menyertai Pangeran
Norodom Sihanouk, PM Hun Sen menjelaskan bahwa:
(1) terdapat beberapa perbedaan pendapat antara
Pangeran Norodom Sihanouk dan Son Sann; (2) Son
Sann tetap menginginkan pembubaran PRK, dan seba-
liknya menginginkan terbentuknya pemerintahan koali-
si empat partai untuk mengawasi pemilihan umum. Son
Sann juga tetap menginginkan adanya IPKF dan meno-
lak perubahan konstitusi sebelum dilangsungkan pemi-
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lihan umum (Suara Karya, 3 Mei 1989); (3) pembica-
raannya dengan Son Sann agak alot. Son Sann bukan
PM CGDK tetapi hanya sebagai salah satu pemimpin
kelompok di Kamboja (Kompas, 3 Mei 1989).

Seusai mengadakan pertemuan tanggal 3 Mei 1989,
Pangeran Norodom Sihanouk mengatakan bahwa: (1)
dia bersedia kembali ke negaranya apabila seluruh per-
mintaannya dipenuhi, yakni penarikan pasukan Viet-
nam dari Kamboja dan berbagai modifikasi pada kon-
stitusi baru, terutama yang menyangkut peran partai.
Konstitusi baru harus menjamin adanya sistem peme-
rintahan multipartai, bukan pemerintahan satu partai
seperti sekarang ini. Pasal yang berbunyi "’Partai Revo-
lusioner adalah partai utama’’ diganti menjadi ~’Kam-
boja menggunakan sistern multipartai.”” Di samping itu
Hun Sen agar memodifikasi pemerintahannya dengan
mengikutsertakan wakil-wakil keempat faksi Kamboja.
Di samping itu, Hun Sen agar menerima kondisi gen~
catan senjata dan komposisi pasukan seperti sekarang
ini; (2) Khmer Merah harus diajak bergabung ke dalam
pemerintahan baru di Kamboja, tetapi apabila Khmer
Merah menolak akan ditinggalkan dan dia akan mem-
bentuk pemerintahan tiga faksi; (3) ia setuju bantuan
asing untuk kelompoknya dihentikan asal penarikan pa-
sukan Vietnam sungguh-sungguh dilaksanakan, oleh se-
bab itu penarikan pasukan itu harus dimonitor sung-
guh-sungguh. Untuk itu dia setuju usul Hun Sen menge-
nai pembentukan ICM sebagai pemantau (Suara Karya,
5 Mei 1989); (4) Hun Sen tampaknya bersedia memper-
hatikan usulnya, bahkan Hun Sen bersedia mengirim-
kan isi konstitusi itu untuk dipelajarinya; (5) dia meno-
lak pemilu yang dilaksanakan oleh SNC. Pemilihan
umum harus diselenggarakan oleh pemerintah semen-
tara empat pihak. Lebih baik menjadi raja seumur
hidup di pengagingan daripada harus mengikuti pemi-
lihan umum yang diselenggarakan oleh Hun Sen (4n-
tara, 3 Mei 1989). Namun dia juga menilai bahwa perte-
muannya dengan Hun Sen kali ini telah menghasilkan
kemajuan yang nyata, bahkan lebih maju daripada JIM
I1. Baru pada bulan November 1989, dia dapat memu-
tuskan untuk kembali atau tidak ke Kamboja (4ntara, 3
Mei 1989).

Pada tanggal 4 Mei 1989, Menlu Ali Alatas sebagai
Ketua JIM mengatakan kepuasannya atas hal-hal yang
telah dicapai dalam pembicaraan Jakarta tanggal 2-3
Mei yang lalu itu (Suara Karya, 5 Mei 1989). Namun se-
jumlah pengamat politik berpendapat bahwa perbedaan
pendapat di antara mereka tentang masalah-masalah
yang mendasar masih terlalu luas. Salah satu di antara-
nya adalah perbedaan pendapat tentang pembentukan
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pemerintahan sementara empat pihak, yang oleh CGDK
disebut Pemerintah Koalisi Sementara Empat Pihak
Persatuan Nasional. Sihanouk dan kawan-kawannya
berpendapat bahwa PRK hanya suatu partai politik
seperti faksi-faksi lain dalam CGDK. Sebaliknya PRK
menginginkan agar dua faksi nonkomunis dalam
CGDK (KPNLF dan Funcinpec) menyerah kepada
pemerintah PRK. PRK juga tidak dapat menerima
Khmer Merah karena telah melakukan pembantaian
massal terhadap rakyat Kamboja. Keikutsertaan Khmer
Merah dalam pemerintahan sementara empat faksi juga
akan memberikan kesempatan padanya untuk berkuasa
di Kamboja kembali. Sebaliknya kelompok perlawanan
menghendaki keikutsertaan Khmer Merah, dengan
alasan untuk menghindari pembantaian massal lagi
(Antara, 5 Mei 1989).

Selanjutnya Menlu Ali Alatas mengatakan: (1) Pre-
siden Socharto mengharapkan pertemuan Paris akan
lebih maju dari pertemuan Jakarta; (2) Pangeran Noro-
dom Sihanouk dan PM Hun Sen menyerahkan sepenuh-
nya kepada Indonesia dan Perancis untuk berkonsultasi
guna menentukan siapa yang lebih dahulu menjadi pe-
nyelenggara konperensi internasional itu; (3) Indonesia
tidak pernah mempunyai ambisi untuk mendominasi
penyelesaian masalah Kamboja. Tetapi sebagai Ketua
JIM Indonesia mengharapkan, segala sesuatu yang me-
nyangkut konperensi internasional tentang Kamboja
merupakan hasil konsensus JIM, sebab JIM sendiri
menegaskan, konperensi semacam itu penting sebagai
kelanjutan JIM sendiri (Antara, 5 Mei 1989).

Sementara itu PM Hun Sen mengatakan kepada
para wartawan di Jakarta tanggal 4 Mei 1989 bahwa: (1)
usahanya merangkul Sihanouk masuk ke dalam suatu
aliansi Sihanouk-Hun Sen merupakan usaha untuk
menciptakan situasi baru, agar tercapai penyelesaian
menyeluruh di Kamboja. Untuk itu dia membuka pintu
bagi Sihanouk dan beberapa pembantunya tertentu un-
tuk masuk ke dalam pemerintahan Phnom Penh, se-
hingga terbentuk persekutuan politik dan militer untuk
memojokkan Khmer Merah; (2) bila persekutuan ini
tercapai, Muangthai maupun RRC harus juga menentu-
kan sikap atas Khmer Merah, Muangthai dapat menen-
tukan sikap sendiri, bebas dari tekanan RRC; (3) koalisi
CGDX dengan bantuan asing terbukti tidak dapat mem-
balikkan situasi di Kamboja. Sebaliknya jika suatu
pemerintah yang efektif, yang menguasai keadaan
Kamboja sepenuhnya, bersekutu dengan seseorang
yang mendapat dukungan internasional, maka situasi-
nya akan berubah samasekali; (4) selanjutnya perse-
kutuan atau aliansi ini akan menarik dua kelompok



392

lainnya, Khmer Merah dan KPNLF, sehingga terjadi
koalisi empat kelompok. Tetapi koalisi empat kelom-
pok ini tidak dapat sekaligus terwujud, karena Khmer
Merah selalu memvetonya; (5) aliansinya dengan Siha-
nouk itu ibarat dua roda depan sebuah mobil, yang ber-
fungsi menarik dan menentukan arah mobil. Kedua ro-
da depan itu sekarang telah terpasang, tetapi sekrupnya
belum dikencangkan; (6) dia berusaha mencipiakan
kondisi - yang memungkinkan Sihanouk bergabung
dengannya. Sihanouk diijinkan membawa pengawal
pribadinya bila dia tidak percaya pada pengamanan
yang dilakukan oleh pasukan PRK; (7) konstitusi Kam-
boja akan ditinjau sebagaimana diusulkan oleh Siha-
nouk dan amandemen akan dilakukan, sehingga terca-
pai kesepakatan dengan Sihanouk; (8) pihaknya akan
memberikan suaranya dalam pemilihan umum yang
akan datang agar Sihanouk terpilih sebagai Kepala
Negara Kamboja (Kompas, 5 Mei 1989).

Sedangkan pada tanggal 3 Mei 1989, Son Sann

mengatakan bahwa: (1) masih terdapat berbagai perbe-:

daan mendasar antara CGDK dan Pemerintah Phnom
Penh pimpinan Hun Sen; (2) CGDK menolak mengakui
PRK beserta konstitusinya, karena merupakan konsti-
tusi komunis yang diciptakan di bawah penguasaan
asing (Vietnam) tanpa melalui proses pemungutan
suara; (3) pembentukan Pemerintahan Koalisi Empat
Partai tidak ada masalah, asalkan PRK bersedia diang-
gap hanya sebagai suatu kesatuan politik dan apa yang
dinamakan sebagai Koustitusi itu hanya berlaku bagi irn-
tern partai itu; (4) pihaknya mengusulkan pembentukan
Pemerintahan Koalisi Sementara Empat Partai Persa-
tuan Nasional yang bertugas menyiapkan pemilihan
umum yang bebas di bawah pengawasan internasional
yang efektif, sebaliknya Hun Sen tetap mempértahan-
kan PRK dan tidak mengikutsertakan Khmer Merah
(Antara, 3 Mei 1989); (5) Hun Sen tidak tertarik pada
penyelesaian aspek internal masalah Kamboja, tidak
lagi menyebut rujuk nasional dan justru sebaliknya me-
nyiapkan perang saudara setelah dilakukan penarikan
pasukan Vietnam secara terselubung atau bersyarat
(Angkatan Bersenjata, 5§ Mei 1989).

Menanggapi rencana Konperensi Internasional ten-
tang Kamboja di Paris itu, Menlu - Ali Alatas mengata-
kan kepada para wartawan di Jakarta tanggal 27 April
1989 bahwa konperensi internasional itu penting dan
perlu diselenggarakan, akan tetapi akan lebih baik bila
dilangsungkan sesudah tercapai kemajuan dalam rang-
ka JIM. Konperensi internasional yang tanpa persiapan
dikhawatirkan akan mengalami kegagalan, dan pada
akhirnya hanya merupakan suatu proses kemunduran
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bagi penyelesaian masalah Kamboja (Suara Karya, 28
April 1989).

Di samping itu, dalam rangka menanggapi usul Viet-
nam untuk menghidupkan kembali ICCI yang dibentuk
di Jenewa, Indonesia dan India sependapat dengan usul
Vietnam, meskipun Pangeran Sihanouk menolaknya
(Merdeka, 1 Mei 1989).

B. PERBEDAAN PENDAPAT DI ANTARA FAKSI-
FAKSI

Pada tanggal 3 Maret 1989, Menlu Vietnam, Nguyen
Co Thach, dan PM Muangthai, Chatichai Choonhavan,
menghimbau faksi Kamboja untuk mengadakan perun-
dingan lagi guna mengakhiri perang Kamboja (4ntara,
5 Maret 1989). Tetapi himbauan ini ditolak oleh Pange-
rait Norodom Sihanouk. Dia menyatakan bahwa Hun
Sen adalah Quisling, pengkhianat, yang tidak mengerti
bahasa kemerdekaan nasional Kamboja (dnfara, §
Maret 1989).

Pada tanggal 3 Maret 1989, Pangeran Norodom
Ranariddh bahkan mengatakan bahwa: (1) pertemuan
tingkat regional mengenai Kamboja agar dibatalkan
dan sebagai gantinya diselenggarakan suatu konperensi
internasional yang disponsori PBB; (2) JIM II itu meru-
pakan suatu kegagalan, oleh sebab itu untuk mengada-
kan pembicaraan selanjutnya diperlukan dua persyarat-
an, yakni: (a) Hun Sen harus menyetujui bahwa pembi-
caraan itu untuk membahas suatu penyelesaian dan
bukan untuk mempublikasikan rezimnya; (b) tempat
perundingan harus di negara netral; (3) negara-negara
anggota ASEAN, Vietnam, Laos, negara-negara ang-
gota tetap DK PBB, India, Jepang, dan Australia agar
mengambil bagian dalam konperensi internasional itu
(Antara, 5 Maret 1989).

Pernyataan Pangeran Ranariddh tentang JIM vitu
tampaknya merupakan sikap vang kurang setuju de-
ngan formula Jakarta. Indonesia yang menjadi tuan
rumah JIM I dan JIM 1I dianggap lebih dekat dengan
Vietnam dan sekutu-sekutunya {Antara, 5 Maret 1989).
Ketidakhadiran Pangeran Norodom Sihanouk pada
JIM II tampaknya merupakan suatu bentuk pemboikot-
an atas pertemuan itu pula (Anrara, 5 Maret 1989).

Diketahui bahwa Hanoi dan Phnom -Penh justru
menolak peranan PBB karena organisasi dunia ini me-
ngakui CGDK pimpinan Pangeran Norodom Sihanouk.
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Sampai saat ini, CGDK juga masih tetap mengisi kedu-
dukan Kamboja di PBB (Antara, 5 Maret 1989),

Menanggapi ketidaksenangan duunia internasional
terhadap rezim Pol Pot, Pangeran Norodom Sihanouk
mengatakan di Beijing tanggal 5 Maret 1989 bahwa dia
telah ‘menerima jaminan dari. RRC dan Khmer Merah
mengenai tidak akan berkuasanya kembali faksi Pol
Pot di Kamboja (Antara, 6 Maret 1989).

Dalam sebuah wawancara dengan televisi Yugosla-
via, yang juga disiarkan dalam radio Demokrasi Kam-
puchea Khmer Merah tanggal 16 Maret 1989, pemimpin
Khmer Merah, Khieu Samphan, mengatakan bahwa: (1)
manakala tercapai penyelesaian damai di Kamboja,
Khmer Merah tidak akan memonopoli kekuasaan. Ke-
lompoknya menginginkan rekonsiliasi nasional; (2) re-
konsiliasi tidak mungkin hanya dalam kerangka negara
Demokrasi Kamboja Khmer Merah; (3) apabila ingin
menormalisasi hubungan dengan RRC, Uni Soviet ha-
rus mengambil peranan untuk ikut menyelesaikan kon-
flik Kamboja (Antara, 17 Maret 1989).

Selanjutnya pada tanggal 16 April 1989, Khieu Sam-
phan meminta kepada para negara pendukung Pemerin-
tah Perlawanan untuk mendesak agresor Vietnam‘a‘gar
mengakhiri pendudukannya atas Kamboja (Antara, 17
April 1989).

Sementara_itu para pemimpin Koalisi Perlawanan
Kamboja yang terdiri atas Pangeran Norodom Siha-
nouk, Khieu Samphan (Khmer Merah) dan Son Sann
(KPNLF) mengadakan pembicaraan (rapat kerja) di
Beijing tanggal 12 Maret 1989 mengenai usaha mengga-
lakkan perjuangan melawan tentara Vietnam di Kam-
boja, untuk memperkuat persatuan, solidaritas dan ker-
jasama di antara kelompok-kelompok perlawanan
Kamboja serta menyatukan pandangan dalam rangka
persiapan KTT Paris (Suara Karya, 13 Maret 1989).
Pernyataan bersama tanggal 14 Maret 1989 menegaskan
bahwa: (1) mereka $epakat untuk membentuk Dewan
Tertinggi Pertahanan Nasional guna memperteguh ker-
jasama; (2) 21.000 tentara Sihanouk, 40.000 tentara
Khmer Merah dan 10.000 tentara Son Sann kini berada
di bawah pimpinan Sihanouk. Namun demikian ma-
sing-masing pasukan itu tetap mempertahankan bebera-
pa otonomi (Kompas, 15 Maret 1989); (3) seandainya
penyelesaian politik Kamboja tercapai, pasukan ga-
bungan ity akan dikurangi sampai menjadi 10.000 ten-
tara untuk mewakili Angkatan Bersenjata Kamboja
Bersatu (A4ntara, 15 Maret 1989).
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Pada kesempatan itu, Pangeran Norodom Sihanouk
menegaskan pula bahwa: (1) wakil-wakil tiga faksi
Kamboja dan pemimpin rezim Phnom Penh akan berte-
mu di Paris, bulan April 1989. Tetapi kapan tanggalnya
tidak dijelaskan; (2) KTT RRC-Uni Soviet diharapkan
mendesak Vietnam dan Hun Sen untuk menerima pe-
ngawasan PBB atas penarikan mundur pasukan Viet-
nam dan pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintah
sementara semua partai (Kompas, 15 Maret 1989).

Rapat Kerja di Beijing ini menarik untuk diperhati-
kan karena diselenggarakan beberapa hari setelah PM
Hun Sen membeberkan kemenangan kelompoknya. Pe-
negasan yang disampaikan di Kompong Son itu menye-
butkan antar lain: (1) pemerintahnya telah mencatat be-
berapa kemenangan diplomatik dalam beberapa bulan
terakhir ini; (2) harga diri pemerintah Phnom Penh
semakin tinggi setelah beberapa kali mengadakan perte-
muan dengan Pangeran Norodom Sihanouk, JIM II
dan kunjungannya ke Muangthai pada bulan Januari
1989; (3) meningkatnya hubungan Kamboja-Muangthai
dan fleksibilitas kebijaksanaan Muangthai telah meng-
khawatirkan apa yang disebut Pemerintahan Koalisi
Tiga Faksi (Suara Karya, 13 Maret 1989).

Sementara itu, Pangeran Ranariddh berada di AS,
pada awal bulan Maret 1989 untuk meminta bantuan
militer, Pada tanggal 17 Maret 1989, Pangeran Rana-
riddh ‘menegaskan bahwa: (1) pemerintah dan Kongres
AS menyatakan untuk memberikan dukungan atas se-
mua permintaannya. Bantuan non-militer AS akan di-
tingkatkan dari US$5 juta menjadi USS$7 juta. Meski-
pun demikian bagaimana rincian bantuan militer AS ti-
dak jelas; (2) keikutsertaan Khmer Merah dalam Peme-
rinitahan Sementara Kamboja merupakan suatu sikap
yang realistis. Tidak ada rakyat Kamboja yang setuju
berbagi kekuasaan dengan Pol Pot dan kawan-kawan-
nya tetapi realitas menunjukkan adanya dua kelompok
komunis dan dua kelompok non-komunis; (3) CGDK
harus memperkuat posisinya untuk menghadapi sikap
Vietnam yang semakin keras; (4) CGDK telah banyak
memberikan konsesi, sebaliknya Vietnam justfu berusa-
ha mengulur-ulur waktu penarikan pasukannya, yang
semula dijadwalkan menjelang bulan September 1989
diundur sampai bulan Desember 1990; (5) JIM I tidak
gagal, meskipun tidak berhasil mencari pényelesaian
berbagai masalah penting, seperti penentuan jadwal,
mekanisme pengawasan internasional dan komposisi
Pemerintahan Sementara Empat Faksi di Kamboja.
Akan tetapi JIM harus merintis jalan berikutnya, yakni
suatu Konperensi Internasional tentarig Kamboja di ba-
wah pengawasan PBB (4nfara, 18 Maret 1989).
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Pada“tanggal 17 Maret 1989, Pangeran’ Norodom
Sihanouk ‘menegaskan kembali peranannya dalam De-
wan Tertinggi Pertahanan Nasional sebagai berikut: (1)
dewan itu bukan Komando Tinggi dan dia serdiri bu-
kan pula panglima tertingginya; (2) meskipun semua pe-
juang perlawanan Kamboja berada di bawah komando-
nya, dia tidak berkuasa atas gerilyawan-gerilyawan na-
sionalisme dan Khmer Merah; (3) dewan itu hanya se-
bagai “koordinasi untuk memperbaiki - kemampuan
Khmer Merah, gerilyawan nasionalis dan kelompok
Sihanoukist dan menghindarkan bentrokan-bentrokan
antar faksi dalam CGDK; (4) bila Khmer Merah akan
mengambil alih kekuasaan di Kamboja, pasukannya
akan melawan Khmer Merah. Pol Pot tidak boleh ber-
kuasa di Kamboja (Anzara, 18 Maret 1989).

Selama ini, kelompok nasionalis dan kelompok Si-
hanoukist sering diserang sendiri oleh Khmer Merah.
Untuk menghindari hal ini, maka Dewan Tertinggi Per-
tahanan Nasional dibentuk. Namun demikian Wakil
Panglima Angkatan Bersenjata Front Pembebasan Na-
sional Rakyat Khmer (KPNLF), Jenderal Dien Del,
mengatakan di Aranyaprathet tanggal 18 Maret 1989
bahwa: (1) meskipun tidak ingin menjadi musuh Khmer
Merah dan bersedia bertukar informasi maupun mela-
kukan koordinasi kegiatan, tetapi faksinya menolak
bérgabung dalam satu komando tempur dengan faksi
komunis itu; (2) koordinasi antara Funcinpec dan
KPNLF belum lancar, dan justru situasi akan bertam-
bah kacau apabila masih harus berkoordinasi dengan
Khmer Merah (Suara Karya, 22 Maret 1989). Tetapi
vang paling mendasar bagi Jenderal Dien Del sebenar-
nya adalah sulitnya melupakan jatuhnya Phnom Penh
di bawah Lon Nol ke tangan Khmer Merah, karena dia
sendiri pernah menjadi panglima suatu divisi Angkatan
Bersenjata Kamboja semasa Lon Nol (Suara Karya, 22
Maret 1989).

"Menanggapi sikap beberapa negara yyang ingin tetap
memberi bantuan kepada Pemermtahan Perlawanan,
pada tanggal § Aprll 1989 pemermtah Hanoi Menegas-
kan bahwa pemerintah Phnom Penh mempunyai hak
sah untuk meminta bantuan negara-negara lain agar
rakyat Kamboja dapat melindungi dirinya (4ntara, 7
April 1989).

Pada tanggal 6 April 1989, Pangeran Norodom
Sihanouk meminta Presiden Perancis, Francois Mit-
terand, untuk menyelenggarakan suatu konperensi in-
ternasional mengenai Kamboja di Paris (4ntera; 7 April
1989). Di samping itu pemerintah perlawanan sekali lagi
meminta PBB untuk memainkan peranan kunci untuk

ANALISIS CSIS, 1989-4

mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja
(Antara, 7 April 1989). )

Komunike bersama Vietnam, Laos dan PRK tanggal
5 April 1989 mengatakan: (1) Komisi Pengawasan Inter-
nasional mengenai Indocina (ICCI), yang dibentuk di
Jenewa tahun 1954, beranggotakan India, Kanada dan
Polandia, perlu diaktifkan kembali; (2) Indonesia dan
seorang wakil dari Sekjen PBB agar bekerjasama de-
ngan ICCI untuk mengawasi penarikan pasukan Viet-
nam dan menjamin bahwa bantuan militer kepada pi-
hak-pihak yang bertikai di Kamboja telah dihentikan.

India dan Kanada menyambut baik komunike bersa-
ma negara-negara Indocina itu (Antara, 7 April 1989).
Tetapi Pémgeran Sihanouk menolak rencana penarikan
pasukan Vietnam seperti itu, karena Vietnam bukan
pemilik legal Kémboja (4ntara, 10 April 1989).

+ Sementara itu PM Hun Sen sekali lagi menegaskan
bahwa penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kam-
boja akan dilakukan pada bulan September 1989, dan
tiga bulan sesudahnya akan diselenggarakan pemilihan
umum (Suara Karya, 26 April 1989).

Sebaliknya, Pangeran Nofodcm Sihanouk tetap
menolak meninggalkan Khmer Merah dan pelaksanaan
;}emihhan umum yang demikian itu. Sebaliknya dia
justru mendesak pembubaran pemerintahan Phnom
Penh (PRK) (Antara, 29 April 1989).

Dalam usahanya memecahkan masalah Kamboja,
Majelis Masional Phnom Penh mengadakan pertemuan
luar biasa tanggal 28-29 April 1989 untuk membahas
perubahan beberapalpasal UUD Kamboja. Majelis Na-
sional itu menyetujui perubahan beberapa pasal UUD
Kamboja, antara lain: (1) nama PRK menjadi ”’Negara
Kamboja; (2) agama Budha menjadi agama negara;
(3) penghapusan hukuman mati.

Majelis Nasional menegaskan pula bahwa perubah-
an itu dilakukan untuk memenuht kebutuhan baru di
hambo;a dan memenuhi kemgman rakyat Kambo;a un-
tuk mencapai perdamaian dan rujuk nasional (4nsara,
2 Mei 1989).

PM Hun Sen mengatakan di Phnom Penh tanggal
10 Mei 1989 bahwa: (1) faksi Khmer Merah agar mem-
bubarkan pasukannya demi tercapainya perdamaian di
Kamboja; (2) dia mengutuk Perancis yang telah
memberi bantu militer senilai US$1,55 juta kepada
kelompok Sihanouk (Merdeka, 13 Mei 1989); (3) Pol
Pot dan Seng Sary harus dihukum mati sebelum konsti-
tusi baru diberlakukan. Mereka akan dikucilkan dari
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klausal Konstitusi Kamboja yang baru, yang mengha-
puskan hukuman mati (Suara Karya, 13 Mei 1989).

Pangeran Norodom Sihanouk mengatakan di Bei-
jing tanggal 20 Mei 1989 bahwa Khmer Merah setuju
negara Kamboja menjadi negara non-komunis.

Para diplomat Barat di Bangkok berpendapat
bahwa sikap Khmer Merah ini merupakan usaha untuk
menghapuskan kekhawatiran rakyat Kamboja menge-
nai keinginannya untuk berkuasa kembali di Phnom
Penh. Mereka juga berpendapat bahwa sikap Khmer
Merah itu merupakan hasil tekanan Beijing agar mereka
memperlunak sikapnya (Kompas, 22 Mei 1989).

C. PERANAN UNI SOVIET DAN RRC

Muncul berbagai anggapan bahwa KTT Uni Soviet -
RRC bulan Mei 1989 itu dapat membantu menyelesai-
kan pertikaian di Kamboja. Menanggapi anggapan ini
Deputi Meniu Uni Soviet, Igor Rogachev, mengatakan
di Bangkok ketika menghadiri sidang ESCAP tanggal
29 Maret 1989 bahwa: (1) meskipun Uni Soviet
menyatakan kesiapannya untuk membantu menyelesai-
kan masalah Kamboja, tetapi negaranya bukan merupa-
kan aktor utama dalain masalah Kamboja; (2) Uni
Soviet bukan pada posisinya untuk membuat keputusan
akhir atas nama partai-partai di Kamboja; (3) salah satu
kunci utama untuk mengakhiri konflik Kamboja itu
adalah melanjutkan dialog antara Pangeran Norodom
Sihanouk dan PM Hun Sen. Kedua pemimpin ini perlu
segera bersatu bahasa untuk menyelesaikan negaranya;
(4) di samping itu perlu diingatkan bahwa pemerintah
Phnom Penh kini cukup kuat dan dapat hidup terus
tanpa perlu melanjutkan perundingan dengan para
pemimpin koalisi; (5) meskipun Sihanouk dapat men-
jadi tokoh utama dalam penyelesaian masalah Kambo-
ja, tetapi ia seorang yang keras kepala, selalu menunda-
nunda perundingan damai tentang Kamboja dan meno-
lak bertemu dengan Hun Sen. Justru sikap Pangeran
Sihanouk yang demikian itu dapat diartikan sebagai
menyerukan untuk dilanjutkannya perang saudara di
Kamboja (Kompas, 30 Maret 1989); (6) KTT Uni
Soviet-RRC bulan Mei mendatang bukan untuk menye-
lesaikan masalah Kamboja (Suara Karya, 30 Maret
1989).

Awal April 1989, Kemlu RRC menyatakan bahwa
Beijing tidak akan menghentikan bantuan kepada
pemerintah perlawanan kecuali telah terbukti bahwa
semua pasukan Vietnam telah ditarik mundur dari
Kamboja. Di samping itu, RRC juga menghendaki agar
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penarikan pasukan itu diawasi oleh PBB (Antara, 7
April 1989).

Masalah keikutsertaan Khmer Merah dalam peme-
rintahan di Phnom Penh merupakan salah satu masalah
yang belum mendapat kesepakatan KTT Uni Soviet-
RRC itu. Dalam suatu konperensi pers di Beijing tang-
gal 17 Mei 1989, Presiden Uni Soviet, Mikhail Gorba-
chev, menegaskan bahwa: (1) KTT Uni Soviet-RRC
tidak mungkin memecahkan masalah Kamboja secepat
mungkin; (2) penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja
mungkin dapat membantu menyelesaikan masalah
Kamboja, tetapi orang Kamboja sendirilah yang dapat
mengakhiri konfliknya itu (Antara, 18 Mei 1989).

D. RENCANA KTT PARIS GAGAL

Pada awal Maret 1989, PM PRK, Hun Sen, me-
nyampaikan surat undangan kepada Pangeran Noro-
dom Sihanouk untuk mengadakan KTT Paris antara
para pemimpin faksi Kamboja guna mencari penyelesai-
an damai tentang masalah Kamboja.

Dalam jawabannya tertanggal 10 Maret 1989, Pa-
ngeran Norodom Sihanouk menyatakan akan mengirim
Direktur Kabinetnya dan seorang wakil lain untuk
mengadakan pembicaraan dengan PM Hun Sen menge-
nai rencana KTT Paris. Juga ditegaskan bahwa kapan
saja KTT dapat dilaksanakan asal semua setuju (Suara
Karya, 13 Maret 1989).

Menurut rencana KTT ini akan diselenggarakan di
Paris tanggal 10 April 1989, tetapi gagal diselenggara-
kan karena tidak jelas siapa-siapa yang menjadi wakil-
wakilnya.

V. HUBUNGAN ASEAN-VIETNAM

Kebijakan ASEAN tentang pengungsi Indocina ada-
lah sebagai berikut: (1) sejak 14 Maret 1989 warga Viet-
nam yang mencari suaka dan mendarat di wilayah
ASEAN tidak secara otomatis memenuhi syarat untuk
dimukimkan kembali di sebuah negara ketiga; (2) lang-
kah itu untuk mencegah arus eksodus besar-besaran
keluar Vietnam sebelum dilaksanakan Konperensi
Jenewa 13 Juni 1989; (3) Konperensi Jenewa akan lebih
ketat lagi memberikan status pengungsi bagi manusia
perahu Vietnam; (4) hanya mereka yang keluar Vietnam
karena ditindas diakui sebagai pengungsi dan lainnya
akan dikembalikan ke negaranya (Kompas, 15 Maret
1989).
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